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I. MENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU
NEGARA DAN MENGAPA INDONESIA
MEMERLUKAN MODAL ASING?

A. TUJUAN MODAL ASING DATANG KESUATU NEGARA

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif
suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari
keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor : upah buruh yang
murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual
teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk
dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus negara-negara
tertentu dalam perdagangan internasional.

1. Upah Buruh Murah

Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan
investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah
buruh yang murah.’ Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang
melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh
untuk pekerjaan yang sama dinegara- negara maju. Dengan menanamkan modal di
negara berkembang

! John Robinson, Aspects of Development dan Underdevelopment, (London : Cambridge
University Press, 1979).



yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan
modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah.’

Dalam kaitannya mencari upah buruh yang murah, paling tidak ada lima
pertilglbangan lain yang digunakan para investor sebelum menanamkan modalnya,
yaitu™:

1. Cultural factors (worker motivation, capital movements, preparation, etc).

2. Labor regulations.

3. Responsiveness of the surrounding economy inproviding
supporting good and services;

4. Credibility of public, sector commitments about taxes, infrastructure and
other regulatory issues.

5. Institutional base of commercial law.

Di Indonesia, tingkat upah buruh industri khususnya industri sepatu, upahnya
mungkin paling murah jika dibandingkan di negara-negara lain. Mungkin hanya
Vietnam yang upahnya lebih murah, yakni per minggu 9,36 per dollar AS. Dari data
tahun 2001*, menurut Djimanto Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Seluruh
Indonesia upah buruh di Vietnam yang bekerja selama 48 jam per minggu sebesar
US$ 50,60 dan Indonesia mencapai US$ 71,18 selama 40 jam per

2 Brinley Thomas, The Historical Record of International Capital Movements, dalam John
H. Dunning (Ed), International Investment, Penguin Books, hal.47.

3 Theodaore H. Moran, Foreign Direct Investment and Development, (Washington :
Institute for International Economics, 1998)
hal. 85.

*“Tersingkir Negeri Pesaing”, Gatra, 20 Juli 2002.



minggu. Jika upah minimum jadi dinaikkan 38 % dari 526.000 per bulan maka
menjadi Rp. 591.000, upah buruh di Indonesia menembus US$ 95,54.

Perbandingan upah buruh di Indonesia sebetulnya sangat pincang. Antara upah
minimum dan upah yang tertinggi di suatu perusahaan bisa 1:50. Perbandingan ini
terasa semakin tidak adil, jika dibandingkan dengan upah-upah buruh di negara-
negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Jepang.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga konsultan industri tekstil
yang berkedudukan di Amerika Serikat
— Werner International, upah buruh per jam di sektor tekstil pada tahun 2000
mencapai sekitar 13 dollar AS atau Rp. 130.000,- per jam. Di Belgia tingkat
upahnya lebih tinggi, yaitu sekitar 28 dollar AS per jam, di Jerman sekitar 24,5
dollar AS, sedangkan di Belanda sekitar 25,7 dollar AS per jam.

Sementara di negara-negara Asia’, tingkat upah buruh tekstil tertinggi adalah
Jepang. Di negara matahari terbit tersebut, buruh tekstil di bayar 31 dollar AS per
jam. Singapura 4,7 dollar AS per jam, Malaysia 2,5 dollar AS per jam, Hongkong
mencapai 4,8 dollar AS per jam, Korea Selatan sebesar 4,5 dollar AS per jam.
Sedangkan di Cina, sekitar 1,1 dollar AS per jam, Filiphina 1,1, dollar AS per jam,
Pakistan 0,5 dollar AS per jam dan Tahiland 1,7 dollar AS per jam. Untuk
Indonesia, pada tahun 1995 ketika nilai satu dollar AS masih berada di kisaran Rp.
2.000,- upah buruh sekitar 0,5 dollar AS

> Ibid, hal 4.




per jam. Namun, sejak krisis ekonomi terjadi dan nilai tukar rupiah berada di kisaran
Rp. 8.500 AS per dollar, tingkat upah buruhnya menjadi 0,285 dollar AS per jam.

Pada tahun 2009 pekerja menuntut kenaikan upah minimum dibeberapa
provinsi. Pemprov DKI tak akan naikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
2010 yang sudah diketuk palu baru-baru ini. Ini merupakan reaksi pemprov atas
banyaknya aksi unjuk rasa para pekerja di Jakarta yang mendesak pemprov
membatalkan Pergub No. 167 Tahun 2009 tentang UMP 2010. Sekretaris Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, Subagiyono, menyatakan,
UMP 2010 ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan DKI. “Dalam
dewan tersebut, semua unsur sudah diakomodasi, baik pengusaha maupun serikat
pekerja,” tuturnya pada sosialisasi UMP di Balai Kota Jakarta.

Hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ia tidak dapat
mengubah UMP tersebut seenaknya karena besaran UMP itu bukan ditentukan oleh
dirinya, tetapi Dewan Pengupahan DKI. Lagi pula, angka UMP yang sudah
ditetapkan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat mengenai penetapan
UMP. Subagiyono menyatakan, UMP telah ditetapkan berdasarkan sejumlah
variabel, yaitu nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, pertumbuhan
ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). UMP juga ditetapkan
dengan mengacu pada kondisi stabilitas ekonomi makro, sosial politik, perluasan
kesempatan kerja, dan usaha pengentasan kemiskinan.



Anggota Dewan Pengupahan DKI, Mandala M Baru, menyatakan, UMP DKI
2010 tidak dapat dipaksakan mengikuti standar KHL, sebagaimana yang selalu
diserukan oleh para pekerja yang berunjuk rasa di gedung Pemprov DKI
Menurutnya, bila UMP disesuaikan dengan KHL Jakarta 2010 yang mencapai Rp.
1.317.709, sejumlah perusahaan di Jakarta bakal bangkrut dan 30 ribu pekerja akan
menganggur. Menurut Mandala, KHL tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya
untuk menentukan besaran UMP. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tingkat
inflasi. Menurutnya, inflasi DKI pada 2010 diperkirakan hanya mencapai 2,75
persen. “Tidak akan lebih dari lima persen”, tuturnya. Oleh karena itu, UMP akan
mencukupi kebutuhan hidup para pekerja karena tidak adanya faktor luar, seperti
kenaikan BBM atau tarif dasar listrik yang dapat meningkatkan konsumsi hidup
mereka. UMP ditetapkan, lanjutnya, bukan untuk memihak para pengusaha besar
dan menengah. Justru, UMP adalah alat untuk menjaga kelangsungan para
pengusaha kecil atau mikro yang saat ini menopang perekonomian DKI.

Bagi para pengusaha besar, UMP tidak dapat dijadikan patokan gaji. “Harus
ditetapkan upah riil yang jauh lebih besar dari UMP yang ditetapkan karena mereka
mampu melakukannya”, kata Subagiyono. Terlebih bagi para pekerja yang telah
memiliki keluarga dan harus menghidupi lebih dari dua kepala. Oleh karena itu,
menurutnya, harus ada pembicaraan internal lebih lanjut antara pengusaha dan
serikat pekerja dalam satu perusahaan. “Sehingga, kedua pihak tersebut
diuntungkan”,



katanya. Subagiyono menyatakan, pekerja diharapkan bisa bertoleransi bila
perusahaan betul-betul tidak mampu membayar UMP seperti yang ditetapkan oleh
gubernur. Mereka hendaknya bermusyawarah sehingga kelangsungan kerja dapat
terjaga.

Bersamaan dengan sosialisasi UMP yang dilakukan Pemprov DKI, puluhan
perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)
Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka masih menuntut penetapan besaran
UMP yang sama dengan KHL. “Penetapan UMP yang tidak sesuai adalah
pelanggaran HAM,” ujar Presiden Aspek Indonesia, Muhammad Hakim.®

Negosiasi bipartit mengenai penetapan Kenaikan upah minimum sektoral
provinsi (UMSP) DKI 2010 yang berlangsung pekan ini mengalami kebuntuan. Dari
total sembilan sektor industri yang upahnya masuk dalam kerangka UMSP itu,
hanya tujuh sektor di antaranya yang berhasil mencapai kesepakatan. Dua di
antaranya, yakni sektor elektronik dan otomotif, gagal merumuskan kompromi.

Kegagalan tersebut disebabkan pihak pekerja dua sektor industri itu, yang
diwakili Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI, ngotot
mendesakkan kenaikan upah sektoral maksimal 15%. Sebaliknya, pemberi kerja
juga ngotot di angka maksimal 9%. “Tarik-menariknya masih sangat kuat.
Kemungkinan tidak ada kata sepakat untuk keputusan ini,” ujar

%“DKI tak akan Revisi Upah Minimum Provinsi 2010, Republika, 11 Desember 2009.



Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin DKI Hardjono di
Jakarta.

Dewan Pengupahan DKI sebelumnya mengindikasikan perubahan kenaikan
UMSP DKI 2010 dari rencana semula 5% - 8% menjadi 5% - di atas 8%. Namun,
keputusan final untuk hal itu bergantung pada kesepakatan bipartit (pekerja dan
pemberi kerja). “UMSP ini keputusan bipartit, jadi kami masih tunggu. Tapi, kami
perkirakan memang lebih dari 8%. Yang terpenting tidak mengganggu produktivitas
perusahaan,” ujar anggota Dewan Pengupahan DKI Mandala M. Baru yang
mewakili unsur pemerintah.

Angka UMSP sendiri terdiri atas nilai UMP ditambah nilai dari persentase
UMSP terhadap UMP. Nilai UMP DKI 2010 ditetapkan Rp. 1,118 juta per bulan,
naik 4,5% dari UMP DKI 2009 yang dipatok Rp. 1,069 juta per bulan. Hardjono
mengatakan mereka masih akan terus memperjuangkan kenaikan sebesar hingga
15% di dua sektor tersebut. Sebab, dua sektor itu merupakan sektor utama yang
lebih banyak memberikan kontribusi kepada DKI dibandingkan dengan sektor
industri lainnya.

Secara terpisah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI
Soeprayitno mengatakan usulan kenaikan UMSP DKI 2010 sebesar 15% pada sektor
industri elektronik dan otomotif akan sangat memberatkan para pemberi kerja.
Menurut dia, kenaikan yang sangat besar itu dapat menimbulkan konsekuensi yang
buruk pada kinerja perusahaan. Misalnya



menurunnya daya tahan perusahaan, dan makin tingginya beban biaya produksi
perusahaan yang harus dikeluarkan.

Apalagi, dengan penetapan kenaikan UMSP sebesar 8% saja dibandingkan
UMSP tahun lalu, angka yang dihasilkan bisa mencapai Rp. 1,2 juta per bulan, atau
sebesar 90% dari kebutuhan layak hidup (KHL) di Jakarta pada 2010. “Angka 8%
itu sudah berdasarkan perhitungan yang rasional, yakni berdasar KHL, inflasi di
Jakarta, pertumbuhan sektor industri, dan perbandingan dengan angka tahun lalu.
Jadi kami hanya mampu kenaikan maksimal 9%,” tegasnya.

Namun, Soeprayitno mengatakan sampai saat ini keputusan penetapan masih
dalam perundingan di masing- masing sektor dan dewan pengupahan. Diharapkan,
dapat ditemukan angka yang disepakati tanpa adanya deadlock. Apalagi dengan
alasan terhambatnya penetapan UMSP DKI 2010 karena belum adanya kesepakatan
dari dua sektor itu saja, yang dapat membuat terbengkalainya tujuh sektor lain. Dia
berharap penetapan bisa dilakukan sebelum 2010.

Dimintai pendapatnya atas situasi ini. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI Soebandiono mengatakan apabila sampai akhir Desember belum
ada kesepakatan tentang angka kenaikan UMPSP dua sektor itu, otomatis keputusan
tersebut tidak bisa langsung diterapkan. “Jadi semua sektor industri harus ada angka
yang disepakati dulu. Baru bisa ada keputusan dari dewan pengupahan. Setelah itu,
baru



disampaikan ke Gubernur DKI untuk disetujui dan ditetapkan,” uj arnya.’

Hingga 30 Desember 2009, ada tiga provinsi yang tidak menetapkan upah
minimum provinsi (UMP), yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini
disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra M.
Hanartani, di kantornya kemarin. Dengan tak adanya penetapan tersebut, kata Myra,
upah minimum di ketiga provinsi itu ditetapkan menggunakan upah minimum
kabupaten atau kota yang terendah di provinsinya. Disamping ketiga daerah itu, ada
provinsi lainnya yang penetapan upah minimumnya belum ditetapkan karena masih
berada di tangan gubernur. Masing-masing adalah Papua, Sulawesi Barat, Nusa
Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Untuk Maluku Utara, proses penetapan upah
minimumnya masih berada di DPRD.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja, upah minimum provinsi untuk
2010 tertinggi adalah di Papua, sebesar Rp 1,799 juta. Adapun provinsi dengan upah
minimum terendah adalah Jawa Timur, yang diambil dari upah minimum Kabupaten
Pacitan sebesar Rp 630 ribu. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Said
Igbal, kemarin berharap upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.
Selama ini, kata dia, masih banyak provinsi maupun kabupaten

7 “Negosiasi upah sektoral buntu”, Bisnis Indonesia, 16 Desember
2009.



yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan data monitoring penetapan upah minimum provinsi tahun 2010,
ada sejumlah provinsi yang dianggap penetapan upahnya sudah melebihi kebutuhan
hidup layak. Masing-masing Sumatera Utara (105,34 persen), Kalimantan Selatan
(102,76 persen), Kalimantan Tengah (104,16 persen), dan Sulawesi Utara (102,45
persen). Adapun upah minimum Maluku Utara hanya 59,96 persen dari kebutuhan
hidup layak.

Sekretaris Dewan Pengupahan Nasional Sinar Lumban Gaol mengingatkan
bahwa upah minimum tidak berkaitan dengan produktivitas. “Namanya juga
minimum,” ujarnya. Upah minimum itu merupakan upah terendah yang
diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah
minimum, kata dia, sekadar jaring pengaman sosial. Pemerintah melalui Dewan
Pengupahan juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat produksi
makro, dan kondisi pasar kerja dalam menetapkan upah minimum.

Pakar di Dewan Pengupahan, Mustofa, dalam dialog dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, mengusulkan dibentuknya
lembaga penjamin upah. “Lembaga ini penting untuk menjamin upah pekerja dari
perusahaan yang bangkrut,” kata Mustofa. Selama ini, kata dia, tidak ada pihak yang
peduli pada upah pekerja yang belum dibayarkan ketika perusahaan bangkrut.
Dengan berdirinya lembaga penjamin, ia berharap pekerja tetap mendapatkan
upahnya meski perusahaannya sudah tidak ada

10



atau pemiliknya kabur. “Bentuknya seperti apa, nanti bisa dibahas bersama,” ujar
Mustofa.

Menteri Tenaga Kerja menyambut positif usulan berdirinya Lembaga
Penjamin Upah. “Itu idealnya ada, tapi komposisinya siapa, harus tahu dulu fungsi
masing-masing di situ,” ujarnya. Muhaimin menyatakan, dana dalam lembaga
penjamin upah ini bisa saja menjadi jaminan modal usaha bagi industri. “Ini baru ide
awal yang masih harus dibahas dengan pengusaha dan perbankan,” ia memaparkan.®

2. Dekat Dengan Sumber Bahan Mentah

Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi.
Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas,
sedangkan negara- negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum
dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal
memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan
mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu
mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.

Akibat dari eksploitasi bahan mentah oleh negara-negara maju dapat
menimbulkan pembangunan yang tergantung.’ Ketergantungan yang klasik
didasarkan pada eksploitasi bahan

¥ “Tiga Provinsi Tak Tetapkan UMP”, Koran Tempo, 31 Desember
2009. ° Fernando Henrique Cardoso; “Assosiated Depedent Development :

Theoretical and Practical implications”, dalam Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga,
(Jakarta : Gramedia, 2000) hal.75.
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mentah, tetapi dengan berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan di mana
saja. Proses semacam ini, menurut Evans,10 pada mulanya modal asing masuk ke
negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan mentah dan menjual
barang industri. Kemudian perkembangan teknologi memungkinkan proses produksi
dipisah-pisahkan. Produksi barang modal dipusatkan di negara-negara pusat
sedangkan produksi barang konsumsi dapat dilakukan di mana saja. Dengan
demikian muncullah aliansi “tripel”, yakni kerjasama antara (1) modal asing, (2)
pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan dan (3) kapitalis lokal. Modal
asing melalui perusahaan- perusahaan multinasional raksasa, melakukan investasi di
negara pinggiran. Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat
kerjasama ekonomi.

Bagi Indonesia sumber bahan mentah merupakan suatu keunggulan yang
menjadi daya tarik bagi para investor asing, negeri yang sangat luas dan
melimpahnya sumber daya alam.

Potensi sumber daya alam lain, yang dimiliki Indonesia adalah keragaman dan
kekayaan ekosistem.'? Sebagian besar kekayaan itu berada di hutan konservasi dan
hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 30 persen dari total daratan Indonesia. Pada
saat ini tercatat Indonesia memiliki sekitar 27.500 spesies

10 peter Evans, Dependent Development, Protection : Princeton University Press, Arief
Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta
: Gramedia, 2000.

" Alvin Y. So, Social Development : Modernization, Dependency, and World System
Theories, (California : SAGE Publications, 1990).

12«“Hutan Lindung Tergusur Pertambangan”, Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002.
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tumbuhan berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia),

1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia),

515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilia di dunia), dan 270
spesies amfibia (16 persen dari seluruh ampfibia di dunia). Secara keseluruhan,
Indonesia memiliki hutan seluas 120,343 juta hektar yang terbagi atas hutan
konservasi seluas 20,5 juta hektar, hutan lindung seluas 33,519 juta hektar dan hutan
produksi seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksinya seluas 66,324 juta hektar.
Provinsi Papua mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang kehutanan.
Untuk itulah pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam berjanji mengajak dan
mendorong para pengusahanya untuk berinvestasi di Papua.'

Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sasaran investasi adalah
Kawasan Timur Indonesia dan Pulau Batam. Kawasan Timur Indonesia memiliki
potensi yang sangat luar biasa baik sumber daya alam maupun mineral. 14

Setiap daerah di KTI mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing.
Untuk menganalisa perekonomian di suatu pulau ada 9 (sembilan) faktor usaha yang
perlu diperhatikan; (1) bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan; (2)
pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air
bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan

'3 “Malaysia dan Brunei Dorong Investor ke Papua”, Kompas, 20 Juli 2002.
1 “percepatan pembangunan KTI melalui tax holiday”, Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.
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komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan
(9) produk jasa.

Pada tahun 2009 dua bidang investasi yang dekat dengan bahan mentah, antara
lain, adalah industri gula dan minyak kelapa sawit.

Sepuluh perusahaan besar akan bangun pabrik gula di 11wilayah di Tanah Air
untuk mendukung upaya swasembada gula. Perusahaan tersebut adalah PT. Wilmar,
PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP), PT. Rosan. Kencana Perkasa, PT. Bina
Muda Perkasa/Market IndoSelaras, PT. Gemilang Unggul Luhur Abadi, PT. Gula
Manis Tinanggea, PT. Sumber Mutiara Indah Perdana, PT. Permata Hijau
Resources, PT. Duta Plantation Nusantara, dan PT. Sukses Mantap Sejahtera.

Investasi yang diperlukan untuk pembangunan satu unit pabrik gula
berkapasitas 15.000 ton cane per daya (TCD) mencapai Rp. 1,5 triliun, kapasitas
10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai Rp 600 miliar.

Pada cetak biru swasembada gula nasional 2010-2014 diketahui pembangunan
pabrik tersebut rata-rata berkapasitas
8.000 ton cane per day (TCD) hingga 12.000 TCD. Tempat pembangunan pabrik
gula tersebut mulai dari Merauke, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Riau,
Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Wilmar, pemain besar di sektor perkebunan kelapa sawit itu, dikabarkan akan
membangun pabrik berkapasitas 8.000 ton dengan potensi/cadangan areal sekitar
10.000 ha di Papua. BSP
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akan membangun dengan kapasitas 12.000 ton dengan potensi/cadangan areal
50.000 ha.

Pada awal tahun lalu, telah dilaksanakan pemaparan oleh PT. Bakrie Sumatera
Plantations dalam rangka investasi pengembangan industri gula berbasis tebu di
Kabupaten Merauke dengan sasaran mendorong percepatan produksi gula menuju
swasembada gula nasional.

Paparan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perkebunan Deptan yang dihadiri
pejabat, dari berbagai instansi terkait, baik tingkat Provinsi Papua, Kabupaten
Merauke dan lingkup Deptan serta Asosiasi Gula Indonesia. Berlandaskan Program
pemerintah untuk gula dan bahan bakar minyak yaitu roadmap swasembada gula
nasional dan roadmap pengembangan biofuel, PT. BSP berencana mendirikan
pabrik gula dan bio etanol di wilayah Distrik Okaba.

Hasil survei Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) areal
potensial untuk pengembangan tebu di Kabupaten Merauke seluas 220.000 ha. Area
survei PT. BSP berada di dalam wilayah Distrik Okaba seluas 70.000 ha berupa
hutan (86%), rawa (5%), lahan terbuka (10%), semak (1%).

Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga barani
mengatakan produktivitas tebu di Merauke bisa mencapai 100 ton per hektare dan
menghasilkan rendemen gula mentah 16%, sedangkan untuk gula kristal putih bisa
mencapai 13%. Hal tersebut, jelas Achmad, disebabkan oleh bulan kering atau
musim kering di Merauke selama 4 bulan dalam 1 tahun sehingga dapat
menghasilkan rendemen di atas
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11%. Achmad memperkirakan sebuah pabrik gula rafinasi membutuhkan lahan
20.000- 30.000 hektare, sedangkan di Indonesia ada 250.000-300.000 hektare lahan
yang masih berpotensi untuk itu.

Dirut PTPN X Subiyono menuturkan total pabrik gula yang ada di Indonesia
saat ini mencapai 61 yang terdiri dari 51 milik BUMN dan sisanya swasta. Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar investasi yang diperlukan
untuk pembangunan satu unit pabrik gula berkapasitas 15.000 TCD mencapai Rp.
1,5 triliun. Kapasitas 10.000 TCD mencapai Rp. 1 triliun, dan 6.000 TCD mencapai
Rp. 600 miliar."

Produksi crude palm oil (CPO) pada 2010 ditargetkan mencapai 22,5 juta ton,
dengan target ekspor mencapai 17 juta ton. Dirut PT. Smart Tbk -anak perusahaan
Sinar Mas di bidang perkebunan kelapa sawit Daud Darsono menuturkan tingginya
produksi ini karena permintaan pasar luar negeri sangat besar. “Sementara sisanya
terserap di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta. Dia memprediksi angka ekspor CPO
pada tahun ini masih tinggi. Dia mengatakan serapan ke dalam negeri masih
menunggu komitmen dan keputusan pemerintah untuk membuka pasar di dalam
negeri. Yang jelas, tambahnya, perlu adanya keputusan pemerintah mengenai
kepastian pembelian CPO di dalam negeri sesuai dengan komitmen penggunaan
bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri.

13«70 Perusahaan siap bangun PG mulai 20117, Bisnis Indonesia, 14
Desember 2009.

16



Pada kesempatan itu dia mengatakan realisasi produksi crude palm oil (CPO)
pada 2009 mencapai 21,5 juta ton menjadikan Indonesia sebagai produsen pertama
terbesar di dunia, dengan ekspor mencapai 16 juta ton. Daud menuturkan dari
produksi tersebut yang dilempar ke pasar ekspor sebesar 16 juta ton. Menurut dia,
alasan serapan CPO sangat besar pada 2009 karena permintaan dunia melonjak.

Daud menyatakan tidak ada bahan dari minyak nabati yang dapat menandingi
efisiensi dari CPO. Oleh karena itu, katanya, berapa besar produksi maka akan cepat
terserap. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan
realisasi volume ekspor CPO dan turunannya pada 2009 mencapai 15,5 juta ton
dengan perincian dalam bentuk CPO sebanyak 8,8 juta ton dan produk turunannya
sebesar 6,7 juta ton.'®

Geliat investasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinilai relatif cukup
baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. “Pada 2009 Provinsi Aceh berada di
posisi atas mengenai minat investor asing. Kami optimistis jumlah perusahaan asing
berinvestasi akan terus bertambah pada tahun ini,” ungkap Anwar Muhammad,
Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh. Dia membandingkan dengan Provinsi
Riau yang hanya mampu menarik enam perusahaan asing yang ingin berinvestasi.
Dia menjelaskan selama tahun lalu sebanyak 18 perusahaan asing komitmen
melakukan investasi di Aceh dan mereka telah

1617 ton CPO diekspor tahun depan”, Bisnis Indonesia, 2 Pebruari
2010.
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mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Menurut Anwar, total investasi dari
18 perusahaan asing lebih dari US$ 300 juta. PT Medco Ekonomi Development
Indonesia tercatat dengan nilai investasi yang paling besar mencapai US$ 245 juta.
Dari 18 perusahaan asing yang telah mendapat izin dari pusat itu banyak bergerak di
bidang pertambangan, seperti empat perusahaan asal Kanada.

Kendati mereka belum merealisasi rencana invetestasi, ditargetkan pada tahun
ini sudah mulai sesuai dengan perencanaan. “Kami mengharapkan perusahaan yang
sudah ada izin ini akan terealisasi secepatnya pada tahun ini. Mereka baru saja
memperoleh izin dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Selama ini, imbuhnya, tidak
ada faktor yang mengganggu investasi di provinsi yang baru saja damai ini.
Sebaliknya, faktor keterlambatan realisasi investasi dari setiap negara asal
perusahaan. “Keamanan di Aceh sudah cukup baik, kendalanya hanya di listrik
tetapi segera teratasi. Ini janji Gubernur Aceh.” Saat ini Pemprov Aceh, katanya,
menunggu penawaran dari perusahan lain untuk membangun jalan tol, Aceh-
Sumatra sepanjang 450 km.

Menurut dia, data studi semua untuk jalan tol ini sudah ada dan pemprov
sangat terbuka untuk perusahaan yang berminat investasi untuk pembangunan jalan
itu. Anwar menjelaskan selain 18 perusahaan asing, dua perusahan dalam negeri juga
telah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Dua perusahaan tersebut bergerak di
bidang pertanian dan media televisi. Sebenarnya, sambungnya, banyak perusahaan
dalam
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negeri yang sudah berinvestasi di Aceh. Mereka bergerak di berbagai bidang, yang
paling banyak direkonstruksi.

Dia menjelaskan Aceh mempunyai potensi alam yang menggiurkan investor
asing menanam modal diantaranya pertambangan, perikanan, perkebunan, dan
pertanian. Kini, sambungnya, sudah ada perusahaan asing yang sedang melirik
bidang perikanan di Aceh. “Kami belum tahu nama perusahaan itu, yang pasti ada
salah satu perusahaan yang minat bergerak di bidang perikanan di Aceh.”

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono meminta selain mengembangkan
pendidikan Pemprov Aceh mengembangkan sektor perekonomian. Dalam hal ini,
pemprov memperbaiki dan menguatkan sarana transportasi, sehingga arus barang
bisa dengan mudah keluar-masuk Aceh. “Yang lebih penting, perlu juga Aceh
terbuka terhadap arus pergerakan manusia,” tegasnya. Dia menambahkan Aceh
harus dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
sebagaimana status yang pernah disandang pada masa Kesultanan Aceh.'’

3. Menemukan Pasar Yang Baru
Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan
tujuan untuk menjaga pasar hasil

17«18 Perusahaan asing beroperasi di Aceh tahun ini”, Bisnis Indonesia, 2 Januari 2010.
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produksinya. Paling tidak ada tiga alasan mengapa investor datang ke suatu
negara.
1. Mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya
upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah.
2. Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar, dan
3. Mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik
yang tidak mudah ditiru oleh negara lain.

Negara-negara berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk
memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru
akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing.

Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan adaptif secara
dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik bagi
investor. Managing Director Bayer (South East Asia) Peter Glaessel', menilai
Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di
kawasan Asia Tenggara. Alasannya luas wilayah dan jumlah penduduk diatas 210
juta merupakan insentif yang menarik bagi investor.

'8 Michael Fairbanks dan Stace Lindsay, Memilih Kemakmuran : agenda untuk
Membangkitkan Pasar , (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000) hal. 47.

1 “Investor Butuh Jaminan Keamanan”, Media Indonesia, Mei
2001.
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Meskipun perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang
menggembirakan, Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar
yang prospektif. Salah satu buktinya, adalah meningkatnya penjualan sepeda motor.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya permintaan sepeda motor, yaitu;
pertama, perbaikan pendapatan riil masyarakat; kedua, pengucuran kembali kredit
perbankan; ketiga, perubahan pola permintaan para pembeli ke sepeda motor dan
lebih kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendorong perubahan pola
permintaan ini adalah tingginya persaingan dari pola produk negara Cina yang
memproduksi sepeda motor dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah.

Perusahaan-perusahaan asing dan multinasional pada umumnya memproduksi
barang-barang substitusi impor. Pasarannya memang lapisan pembeli tertentu yang
berpendapat lebih tinggi, tetapi juga tidak melupakan sasaran konsumen
berpendapatan rendah, misalnya di bidang sandang dan pangan termasuk pakaian.

Indonesia merupakan pasar konsumen yang cukup besar. Tahun 2008,
produksi tekstil dan garmen mencapai total 1,34 juta metrik ton, 529.000 ton yang
diekspor dengan sisanya dijual di pasar domestik. Seperti produsen alas kaki,
produsen tekstil memilih untuk berfokus pada pasar domestik dan ekspor
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mengharapkan untuk menjatuhkan secara signifikan tahun ini dari $ 10.48 milyar
tahun 2008.%

Penjualan alas kaki dan palaian jadi di pasar dalam negeri meningkat 10%
hingga 30%. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jabar Max Loekito
mengatakan kenaikkan penjualan alas kaki, terutama yang berbahan baku kulit
meningkat antara 20% dan 30%.%'

Pada industri otomotif, seperti Suzuki menargetkan menjual 70.000 unit mobil
pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, 58 ribu unit di antaranya untuk konsumsi
domestik dan sisanya untuk pasar ekspor. “Kami optimistis target tahun depan akan
tercapai.” kata Direktur Marketing 4wheels Suzuki, Endro Nugroho, di Jakarta, akhir
pekan lalu.

Menurut Endro, pada 2009, Suzuki menargetkan total penjualan 63 ribu unit.
Dari jumlah tersebut, 55 ribu unit diperuntukan pasar dalam negeri dan 8.000 unit
untuk ekspor. “Kita memprediksi angka itu karena dampak krisis. Realisasinya,
ternyata bisa mendekati 10.000 unit untuk pasar ekspor,” sebutnya. Endro yakin
penjualan otomotif pada 2010 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini
yang akan berakhir dalam hitungan tiga pekan lagi. Karena, itu, Suzuki pun
meningkatkan target penjualan.*

20 «Footwear and Textile Firms to Upgrade Equipment, Shift Focus to Local Market”,
Jakarta Globe, 20 April 2009

*!“Omzet alas kaki lokal naik 30%, Bisnis Indonesia, 2009.

*2«Suzuki Targetkan Penjualan 70 Ribu Unit”, Republika, 7 Desember 2009.
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Volume penjualan mobil secara wholesale (dari pabrik ke diler) di Tanah Air
pada Januari diperkirakan tembus 48.000 unit, melonjak 51,8% dibandingkan
dengan bulan yang sama tahun lalu yang hanya 31.624 unit. Dengan perkiraan
tersebut, berarti kondisi pasar otomotif nasional pada awal tahun ini telah
melanjutkan kegairahan selama 3 bulan terakhir tahun lalu.

Padahal, biasanya pada awal tahun pasar cenderung masih slow down. Ini
menunjukkan bahwa keyakinan pasar terhadap kian membaiknya roda
perekonomian semakin besar. CEO PT. Astra International Tbk-Daihatsu Sales
Operation Suparno Jasmin mengatakan pasar otomotif bulan lalu sangat bergairah,
dan ini bisa menjadi indikator membaiknya pasar di tahun ini. “Angka (penjualan)
secara detail belum diketahui. Tapi berkisar antara 48.000 unit hingga 49.000 unit,”
ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, perkiraan volume penjualan sebesar
48.000 unit itu merupakan angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada
Januari 2006 misalnya, penjualan hanya 26.622 unit. Pada Januari 2007 pun tidak
jauh berbeda, yakni 26.830 unit. Pasar sempat membaik pada Januari 2008 dengan
volume 41.378 unit, untuk kemudian turun lagi menjadi 31.624 unit pada Januari
tahun lalu. Suparno menambahkan tingginya penjualan mobil pada Januari tersebut
ditopang oleh meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor jenis
komersial. Hal itu dirasakan sendiri oleh merek Daihatsu khususnya untuk segmen
pikap yang meningkat cukup signifikan.
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Hal senada disampaikan Supranoto, CEO PT. Astra International Tbk-Isuzu
Sales Operation, yang menyatakan penjualan mobil pada awal tahun ini cukup
fenomenal, yang ditandai dengan bangkitnya pasar kendaraan komersial.
“Peningkatan permintaan terhadap truk dan pikap sudah terlihat menjelang akhir
tahun lalu, dan tampaknya terus berlanjut tahun ini,” tuturnya.

Dalam 3 bulan terakhir 2009, pasar memang cenderung menggeliat. Pada
Oktober penjualan bahkan mencatat rekor tertinggi bulanan dengan volume 52.226
unit. Sementara pada November dan Desember masing-masing tercatat 48.424 unit
dan 47.948 unit. Baik Suparno maupun Supranoto sama-sama berkeyakinan bahwa
segmen kendaraan komersial bakal bangkit kembali tahun ini, seiring dengan
pulihnya perekonomian dan bergairahnya sektor riil serta pembangunan infrastruktur
yang makin gencar dilaksanakan. Dengan asumsi perekonomian terus membaik,
tidak ada gonjang-ganjing politik, dan tidak ada kebijakan yang menghambat
industri otomotif, Suparno dan Supranoto optimistis penjualan mobil secara nasional
tahun ini yang ditargetkan sekitar 550.000 unit dapat dengan mudah dicapai.

Sepanjang tahun lalu, pasar mobil nasional masih dikuasai oleh Toyota yang
berhasil mempertahankan posisinya sebagai market leader pada pasar mobil di
Indonesia dengan menguasai 38,4% pasar, meningkat dibandingkan dengan pangsa
pasar 2008 yang mencapai 34,9%.
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Selama tahun lalu Toyota dan Daihatsu menjadi dua merek utama yang
mampu mencatatkan pertumbuhan pangsa pasar (market share) secara positif pada
2009, kendati tekanan krisis telah memangkas kinerja penjualan mobil nasional
sebesar 19,9% menjadi 486.662 unit. Pada periode itu Daihatsu mencatatkan
peningkatan pangsa pasar dari 12,8% menjadi 15,9%. Persentase pangsa pasar ini
didasarkan pada penjualan mobil dari pabrikan ke jaringan diler (wholesales).
Menurut Suparno, peningkatan market share yang diraih Daihatsu sepanjang 2009
tidak terlepas dari perilaku down shifting konsumen otomotif Indonesia selama masa
krisis yang beralih membeli kendaraan mesin kecil, hemat bahan bakar dan harga
terjangkau.23

4. Royalti dari Alih Teknologi

Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih teknologi. Negara
investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui
penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Transfer teknologi
meliputi24 :(1) product; (2) production process, (3) machinery. In the present
context, technology is categorized to include hardware technology machinery and
complete plants, and so

2 “Penjualan mobil Januari melonjat”, Bisnis Indonesia, 2 Pebruari
2010. ** Edward K.Y Chen and Teres Y.C Wong. Two way FDI between
Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia, 1995, hal. 254.
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forth and software technology, training, management and marketing.

Sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, negara maju
akan mendapatkan kompensasi dari pengguna teknologi tersebut.

Teknologi pada awalnya dikuasai negara-negara maju dan pada perkembangan
berikutnya dimanfaatkan oleh negara- negara berkembang dan negara-negara
terbelakang. Pada proses pemanfaatan inilah terjadi transfer of teknologi. Negara-
negara maju melakukan transformasi teknologi dalam rangka melakukan sosialisasi
budaya teknologi dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan finansial.
Sedangkan negara berkembang berkenan menerima transformasi teknologi dalam
rangka mempercepat pembangunan.

Untuk melakukan alih teknologi, negara maju tidak secara otomatis akan
mentransfer semua teknologinya, ada beberapa bagian yang direserve atau
diperlambat.

Salah satu negara yang melakukan alih teknologi di Indonesia adalah Jepang.
Investor Jepang cenderung memilih melakukan alih tehnologi dan pelatihan Sumber
Daya Manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang
memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih
tehnologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan
komparatif di bidang tenaga kerj a.” Investor J epang menilai krisis yang

* “Investor Jepang masih ragu-ragu”, Media Indonesia, 20 Maret
2000.
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melanda Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang
dilanda krisis dipastikan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor
untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan
memfokuskan pada kegiatan alih tehnologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar
jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan dan infrastruktur.?

5. Penjualan Bahan Baku Dan Suku Cadang

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku.
Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi
bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi.27

Selain itu penanaman modal asing juga memperoleh keuntungan dari
penjualan suku cadang (spare parts).

Investasi yang paling banyak yang berhubungan dengan suku cadang adalah di
bidang industri otomotif. Sebagai contohnya Honda Motor Co Ltd (HMC), salah
satu raksasa industri sepeda motor bebek. Rencananya pada bulan Maret 2003 HMC
akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 123 juta dollar AS. Dengan
semakin banyaknya industri Jepang di luar negeri yang menghasilkan baik onderdil
maupun produk akhirnya, maka banyak onderdil untuk kendaraan maupun alat

2 Ibid.

7 FH. Cardoso, “Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical
Implications”, dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, “Perubahan Sosial dan Pembangunan”, (Jakarta :
LP3ES, 1994), hal. 133.
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besar lainnya untuk digunakan dalam perakitan produk mereka di negara tempat
investasi perakitan dilakukan.

Negara-negara yang bersaing untuk menjual komponen produksi di Indonesia
antara lain Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan dan Cina. Volume impor
kendaraan bermotor roda dua pada saat krisis ekonomi meningkat cukup tajam. Hal
ini menyebabkan industri kendaraan bermotor dalam negeri mati satu per satu
kecuali yang merakit kendaraan bermotor roda-dua.

6. Insentif lain

Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif- insentif lain,
misalnya tax holiday.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti
mengatakanzg, pemerintah masih memberikan fasilitas tax holiday (pembebasan
pajak) untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetapi
tidak untuk di kawasan Barat Indonesia.

Bambang Soedibyo berpendapat lain®, pemberian insentif berupa tax holiday
untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah
kemampuan pemerintah menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum
yang konsisten dan merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor
menghadapi expected risk.

*® Menteri Koordinator Perekonomian Dorodajatun Kuntjoro Jakti, “Pemerintah Berikan
Fasilitas Tax Holiday”, Suara Pembaharuan, 18 Mei 2002.

» Bambang Soedibyo, “Percepatan KTI melalui tax holiday”, Bisnis Indonesia, 11 Juni
2002.
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Kebijakan tax holidays telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan
masyarakat. Kelompok yang mendukung penerapan fax holidays menyatakan
pertama, investasi asing akan menjadi rendah jika tidak diberi perlakuan khusus;
kedua, pada saat ini Indonesia memiliki resiko berusaha yang tinggi — termasuk
tingginya resiko politik. Tax holidays diharapkan akan menjadi insentif bagi para
investor.

Sedangkan kelompok yang tidak setuju pada penerapan
tax holidays mempunyai alasan tersendiri.

Pertama, tax holidays terbukti bukan merupakan suatu kebijakan yang efektif
dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Pengalaman Indonesia menerapkan tax
holidays menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan dampak yang
berarti bagi pertumbuhan investasi. Untuk menarik investor lebih baik melakukan
kebijakan lain dari pada menerapkan fax holidays, seperti; (1) memfasilitasi
kedekatan antara pusat produksi dengan pasarnya; (2) menyediakan tenaga kerja
yang terdidik dan terampil; (3) menyediakan sarana dan prasarana yang cukup
memadai; (4) menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

Kedua, menguji efektivitas fax holidays dalam menarik investasi asing tidak
cukup untuk menyusun suatu kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut dapat
menurunkan penerimaan negara yang pada gilirannya berakibat pada pengurangan
pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah harus meningkatkan penerimaannya,
dengan adanya tax holidays, beban yang ditanggung oleh wajib pajak akan lebih
besar dari
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seharusnya. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat akan lebih tinggi untuk
menutup kekurangan penerimaan negara dari tax holidays yang diberikan investor.

Ketiga, pemberian tax holidays mempunyai nuansa diskriminasi terhadap
investor. Apabila fax holidays tersebut diberikan kepada seluruh investor baik dalam
maupun luar negeri, maka anggaran negara akan terbebani. Akan tetapi, jika hanya
diberikan kepada investor asing atau beberapa investor saja, maka hal tersebut
bertentangan dengan prinsip kesamaan perlakuan terhadap semua investor dan dapat
mendorong praktek korupsi dalam pemberian tax holidays.

Insentif lain yang bisa diberikan dapat berbentuk; pertama, insentif fiskal dan
kelonggaran moneter. Sri Mulyani Indrawati, tidak setuju dengan adanya insentif
fiskal, karena hanya akan menghasilkan respons pelaku ekonomi yang cenderung
konsumtif dan opurtunistik; kedua, investor tidak dibebani kewajiban untuk
berdivestasi.”> Namun pembebasan kewajiban untuk melakukan divestasi untuk
sektor pertambangan tidak dapat dijadikan jaminan investor asing akan masuk ke
Indonesia. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk
membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan
cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk
mengawasi mitra asing”'; kefiga, tingkat suku

0§ Mulyani Indrawati, “Dua Belas Proyek Besar dan Investasi”, Gatra, 6 Juli 2002.

3! Sekjen Pertambangan Indonesia (Perhapi) Juangga Mangasi, “Investor asing tidak wajib
divestasi”, Bisnis Indonesia, 31 Mei 2002.
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bunga yang lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan fasilitas kredit;
keempat, kemudahan dan kepastian usaha yag diwujudkan lewat pemberian rax
holidays atau tarif pajak lain.**

Dalam pada itu, ada yang berpendapat, pemerintah harus mulai memikirkan
pemberian insentif pajak (fax allowance) bagi perusahaan-perusahaan asing yang
telah lama beroperasi. Upaya ini diperlukan untuk mencegah hengkangnya investor
asing ke negara lain yang sedang gencar-gencarnya memberikan kemudahan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman
menegaskan fasilitas fax holiday kerap dipandang hanya merugikan penerimaan
negara jika pemerintah berpikiran jangka pendek. Padahal, pemasukan investasi di
berbagai sektor industri dapat tercipta apabila negara menawarkan insentif fiskal
bagi dunia usaha. “Realitasnya, saat ini banyak rakyat yang menganggur karena
investasi tak bertambah dan daya saing industri hancur digempur impor dari China,”
ujarnya.

Pernyataan Ade ini menanggapi sikap Dirjen Pajak yang tengah mengkaji
usulan tax holiday dengan mempertimbangkan kebijakan Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) dan G-20. Rencana pemberian
tax holiday yang diajukan Depperin dan Departemen Pertanian akan dipelajari
terlebih dulu agar tidak bertentangan dengan rezim

32 “RTT Perlu Insentif selain Tax Holiday”, Media Indonesia, 7 Mei
2002.
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perpajakan internasional. “Kalau tidak nanti Indonesia akan dikucilkan oleh OECD
dan G-20 karena orientasi mereka saat ini adalah meninggalkan pemberian insentif
dalam bentuk pajak, seperti tax holiday,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptar-djo
kepada Bisnis kemarin. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat sebelumnya
mengatakan tengah menyiapkan insentif berupa tax holiday dalam jangka waktu 10-
15 tahun untuk merangsang investasi industri khusus di daerah tertentu.

Ade berpandangan komitmen G-20 yang cenderung menghapus tax holiday
justru tak menyelesaikan akar masalah rendahnya pertumbuhan industri manufaktur
dan tingginya pengangguran di Tanah Air. “Kepentingan nasiona] harus nomor satu.
Urusan G-20 biarlah nomor 20 saja.” Menurut dia, pembebasan pajak bagi investasi
baru diperlukan untuk pemerataan persebaran industri terutama di luar Jawa.

Co-Chairperson Indonesia Iron and Steel Industry Association Irvan Kamal
Hakim menambahkan pemerintah harus memikirkan pemberian tax holiday secara
berimbang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi
sektor-sektor industri yang telah eksis.

Apabila pemerintah bersedia memberikan stimulus tersebut, lanjutnya, industri
baja meminta agar sektor yang diprioritaskan adalah industri yang memiliki nilai
tambah besar, berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar, dan
berkontribusi besar terhadap penguatan struktur industri nasional. “Jika fax holiday
diberikan ke sektor pertambangan sepertinya kurang tepat karena nilai tambah yang
diterima
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pemerintah tidak ada. Kita jangan bangga dengan tingginya nilai ekspor kita karena
sebagian besar hanya bahan baku dan pertambangan,” jelas Irvan.™

7. Status Khusus Negara - Negara Tertentu dalam Perdagangan Internasional
Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena status khusus
negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Misalnya, investor asing
lebih tertarik membuka usaha dinegara-negara berkembang yang masih
mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari negara maju. Dengan
demikian eksport dari negara-negara yang mempunyai status GSP tersebut lebih
menguntungkan dari pada eksport dari negara yang tidak memiliki lagi status GSP.

B. MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas
lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain
ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat
devisa, mendorong eksport nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi,
membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

BeTax holiday perkuat ekonomi”, Bisnis Indonesia, 8 Desember
2009.
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Menurut Raden Pardede, pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga
kerja adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen, dengan kisaran angka itu
diperkirakan lapangan kerja dan tabungan masyarakat meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2005 dan 5,5% pada 2006,
memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang
diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun, hanya Rp. 82,3 triliun yang
diperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagian besar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal
dari masyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi Rp. 471,4 triliun, dari
masyarakat Rp. 378,6 triliun dan sisanya Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah.™

Pada tahun 2009, beberapa kalangan memperkirakan bagaimana ekonomi
Indonesia pada tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 diperkirakan hanya akan melaju
5,2%, terutama ditopang oleh sektor non- tradable, khususnya transportasi dan
komunikasi. Chief Economist Mandiri Sekuritas Oestry Damayanti mengatakan laju
pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan didorong oleh permintaan domestik
khususnya dari konsumsi masyarakat. “Investasi merupakan faktor penting dalam
mengakselerasi pertumbuhan di 2010, selain menjaga momentum pertumbuhan
konsumsi rumah tangga”, katanya dalam Outlook Ekonomi Indonesia di Jakarta. Dia
menuturkan saat ini sektor trad-able, khususnya manufaktur dan agrikultur masih
menghadapi

¥ Kompas, Agustus 2002
¥ Kompas, Agustus 2002, Kompas 17 Maret 2004
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permasalahan keterbatasan infrastruktur sehingga tidak bisa berkontribusi besar
terhadap pertumbuhan ekonomi. “Padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja™.

Rendahnya kontribusi sektor tradable tersebut, jelasnya, menyebabkan
penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada
periode itu, sambungnya, rata- rata pertumbuhan sebesar 5% atau turun jika
dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 7%. “Ini
PR bagi pemerintah bagaimana menyeimbangkan tradable dan non tradable”, tegas
Destry. Menurut dia, butuh waktu lama untuk memperbaiki kondisi tersebut, terlebih
pada saat ini terjadi gejala deindustrialisasi akibat peralihan struktur investasi, dari
sektor tradable ke sektor non tradable. “Padahal yang berorientasi ekspor itu sektor
tradable. Artinya kalau ke depan ekonomi membaik, Indonesia nggak bisa
memanfaatkan momentum itu”, ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta
Rajasa memperkirakan laju ekonomi 2010 tumbuh 5,5%, yang terutama dipengaruhi
oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh konsumsi rumah
tangga dan belanja pemerintah.36

Dalam pada itu ada kalangan yang memperkirakan perekonomian Indonesia
bisa tumbuh hingga 6 persen tahun 2010. Dengan demikian, target pemerintah
bahwa ekonomi akan tumbuh pada level 5-5, 5 persen pada tahun 2010 adalah target
yang bisa dicapai tanpa harus bekerja keras sama sekali.

36 «“Ekonomi RI diprediksi melaju 5,2% pada 2010”, Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009.
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”Pertumbuhan 4 persen pada tahun 2009 sudah di tangan. Dengan demikian, tahun
depan harus tumbuh 6 persen. Kalau 5,5 persen itu menunjukkan tidak ada
keinginan untuk kerja keras,” ujar ekonom Faisal Basri di Jakarta, dalam Seminar
bertema “Outlook 2010: Prospek Polittk dan Ekonomi Indonesia” yang
diselenggarakan kantor berita Antara, 10 Desember 2009.

Menurut Faisal, ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan
pemerintah karena kondisi ekspor-impor di negara lain mulai pulih. Perdagangan
dunia bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Atas dasar itu, pertumbuhan terendah
tahun 2010 adalah 5,4 persen. Namun, jika semua program unggulan selesai, seperti
layanan elektronik terpadu kepabeanan ekspor- impor/ National Single Windows
(NSW) jalan dan Pelabuhan Tanjung Priok aktif 24 jam, ekonomi bisa tumbuh 6
persen. Untuk itu, sektor manufaktur harus didorong tumbuh dari 1,3 persen menjadi
3,5-4 persen. Juga kebutuhan investasi senilai Rp 2.000 triliun bisa terpenuhi, baik
dari perbankan Rp. 400 triliun, investasi asing 10 miliar dollar AS (naik dari posisi
sekarang hanya 1 miliar dollar AS), maupun tarikan pasar modal untuk menyerap
dana asing Rp 500 triliun. ”Rata-rata kebutuhan dana investasi pada lima tahun
mendatang adalah Rp 2.900 triliun per tahun. Selain itu, investasi asing juga harus
masuk 10 miliar dollar AS karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar investasi
asing ini akan masuk ke manufaktur kita,” ujar Faisal.

Indonesia sebaiknya tidak cepat berpuas diri dengan catatan pertumbuhan
ekonomi yang tetap positif 4,5 persen
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tahun 2009 pada saat negara lain didera krisis sehingga mengalami pertumbuhan
negatif. Sebab, negara dengan pertumbuhan negatif justru telah melampaui
Indonesia, misalnya Jepang, yang sudah pulih dari pertumbuhan negatif menjadi
positif 4,8 persen. ”Seharusnya dengan pertumbuhan positif 4,5 persen, Indonesia
bisa melakukan lebih tinggi lagi,” ujar Faisal.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT. Toyota Astra Motor Johnny Darmawan
mengatakan, “Kalau ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen,
kita mesti menggalang investasi dari luar. Tidak bisa hanya investasi domestik.”
Menurut Johnny, investasi baru tersebut perlu didorong ke arah penyediaan
infrastruktur, seperti jalan dan pembangkit listrik. Sektor otomotif bisa menjadi
lokomotif penggerak untuk memecahkan masalah pe:ngangguran.37

Sementara itu Pemerintah kembali mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi
Indonesia, dari 4,7% menjadi 4,5%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2009, Pemerintah masih mematok pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 6%. Namun, angka tersebut direvisi menjadi 4,5%-5,5%, dengan
perkiraan optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,7%. Tetapi, dalam rapat
dengan Komisi XI DPR, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen
Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan akibat turunnya penerimaan negara yang
cukup dalam akibat imbas krisis ekonomi global dan penurunan berbagai indikator
ekonomi di kuartal akhir 2008 yang juga lebih rendah daripada

37 «“BEkonomi Dapat Tumbuh 6 Persen”, Kompas, 11 Desember 2009.
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ekspektasi, angka pertumbuhan direvisi kembali menjadi 4,5%. ‘“Produk Domestik
Bruto (PDB) berubah lagi. Growth (pertumbuhan ekonomi) 4,5%, tadinya 4,7%.
Begitu juga penerimaan turun sekitar Rp. 6,9 triliun untuk pajak karena
menggunakan basis growth yang lebih rendah”, kata Anggito.

Untuk mendukung pertumbuhan sebesar itu pun, kata Anggito, defisit
anggaran harus diperbesar. Dia menambahkan, kemungkinan deficit yang harus
ditanggung ialah sebesar 2,6% dari PDB atau sekitar Rp. 137 triliun. Pembiayaan
defisit itu akan diperoleh melalui optimalisasi pinjaman baik pinjaman luar negeri
atau perhimpunan dana masyarakat melalui obligasi negara. “Pembiayaan ditambah.
Pokok}réya ada, entah dari luar negeri atau dalam negeri. Tapi aman ada stand-by
loan™.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) pada 2014 akan menembus nominal US$300 miliar atau
naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun ini yang diproyeksikan US$160 miliar.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menuturkan
nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini diperkirakan
sekitar US$540 miliar dan akan terus meningkat menjadi US$900 miliar- US$940
miliar pada 2014. Menurut dia, 28%-30% dari proyeksi PDB tersebut adalah
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). “Sebesar 28%-30% dari angka itu
merupakan PMTB atau sekitar US$160 miliar untuk 2009 dan akan lebih dari
US$300

38 Pemerintah kemabli Koreksi Angka PErtumbuhan Ekonomi”, Media Indonesia, Desember
2009.
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miliar pada 2014”, tuturnya dalam seminar Outlook Politik Ekonomi Indonesia
2010.

Pemerintah sebelumnya memperhitungkan kebutuhan investasi per tahun
sekitar Rp. 2.000 triliun guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per
tahun hingga 2014. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu
komponen penghitungan Produk Domestik Bruto yang tidak hanya disumbangkan
dari realisasi penanaman modal di BKPM. PMTB juga kerap disebut sebagai
investasi fisik. Berdasarkan komposisi pembentuknya, ujar Gita, lebih dari setengah
PMTB atau sekitar 55% merupakan akumulasi dari penanaman modal asing,
penanaman modal dalam negeri, dan investasi di sektor energi. Dia meyakini
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ini akan naik lebih dari 100%
dari realisasi tahun lalu menjadi sekitar Rp. 30 triliun, bukan Rp. 300 triliun.

Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) kemungkinan turun 28% menjadi
US$10 miliar. “Peningkatan investasi 10%- 15% adalah angka realistis pada tahun
depan. Kalau kita bisa mengembangkan kebijakan baru yang bisa mendorong
penanaman modal”. Gita mengatakan harapan masuknya modal asing lebih besar
pada tahun depan menyusul mulai pulihnya perekonomian global, seperti AS dan
Eropa. Ada sejumjah langkah yang akan diu- payakan
BKPM untuk mendorong investasi di Tanah Air, antara lain, menerapkan pelayanan
terpadu satu pintu dan menyederhanakan daftar negatif investasi paling lambat
Januari 2010. “Kalau kita bisa mengkristalisasikan sikap dan kebijakan
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terhadap dua hal tadi. Ini akan jadi hal yang positif dan saya rasa akan sangat
membantu untuk mengurangi ketidakpastian (investor)”, tuturnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai

kebutuhan investasi sebesar Rp. 2.000 triliun hanya realistis untuk menyokong
pertumbuhan ekonomi 2010 yang seharusnya bisa tumbuh hingga 6%. Berdasarkan
perhitungannya, kebutuhan investasi rata-rata per tahun hingga 2014 adalah Rp.
2.900 triliun. “Kalau hitung-hitungan saya Rp.
2.000 triliun itu hanya untuk 2010 karena rata-rata untuk 5 tahun ke depan itu Rp.
2.900 triliun per tahun”. Menurut Faisal, Pemerintah dan Bank Indonesia terlalu
pesimistis selama ini dalam membuat target pertumbuhan ekonomi. Padahal,
pesimisme otoritas fiskal dan moneter akan sangat memengaruhi kepercayaan dari
para pelaku ekonomi yang bisa berujung pada pelarian modal. “Prediksi Pemerintah,
Bappenas, dan BI juga pesimistis sehingga berkali-kali revisi ke bawah, BI 3,5% dan
Bappenas 4%, ini biang keladi yang menciptakan pesimisme sehingga modal
keluar”, ungkapnya.

Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4% pada tahun depan sudah
pasti bisa dicapai meski sebenarnya masih bisa tumbuh hingga 6%. Karenanya, jika
pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, maka tidak
menunjukkan keinginan bekerja keras pada 2010. “Kalau kerja keras sedikit saja,
NSW (National Single Window) diberesin. 24 jam Pelabuhan Tanjung Priok
dioperasikan bersama tiga pelabuhan lain produktivitasnya dinaikkan, maka
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pertumbuhan ekonomi 6% bisa di tangan. Malu kalau tumbuhnya cuma 5%-5,5%".
Kemudian, Faisal juga menyoroti rendahnya pertumbuhan industri manufaktur
dalam memajukan perekonomian. Idealnya, industri tumbuh sekitar 3,5%-4% guna
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Omong kosong ekonomi
Indonesia tumbuh sehat kalau manufaktur tidak tumbuh. Pertumbuhan manufatur
sekarang 1,3%, minimal harus dinaikkan 3,5%- 4%. Tidak mungkin 10%, saya juga

39
sadar”.

1. Penyediaan Lapangan Kerja

Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian
berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran mengalami peningkatan yang
sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di
Indonesia, yaitu pertama, terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan
menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing. Kedua, banyak perusahaan
mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar
akibat melemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah
ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku luar negeri, menurunnya
permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang
gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha
mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga

3 “Investasi fisik naik 2 kali lipat 20147, Bisnis Indonesia, 11 Desember 2009.
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kerjanya. Ketiga, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar
1,7 juta orang.

Menurut Center for Labor and Development Studies (CLDS),* jumlah
pengangguran saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya
mencapai 42 juta jiwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi
sekitar 3% maka angka pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta dan
pada tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi
mencapai 4,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 sebesar 3,5 persen tidak
bisa menyediakan kebutuhan lapangan kerja. Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Yusuf Kala mengatakan,41 bahwa pertumbuhan ekonomi 3%-4% per tahun
tidak akan cukup menyerap pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka
kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar
tersebut, praktis tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan
tenaga kerja.

Pada tahun 2003, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%,
laju inflasi 9%, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp.9000/US$, penerimaan minyak
dan gas sebesar Rp.70,97 triliun. Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu
terlalu optimis,sekalipun tidak memadai untuk menyerap sekitar 8 juta penganggur
terbuka saat ini.**

0 Republika, 13 Mei 2002
“! Bisnis Indonesia, 30 Juli 2002
“2 Bisnis Indonesia, Selasa, 17 September 2002
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Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%, Indonesia tidak bisa hanya
mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan nonmigas, tabungan
dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika hanya mengandalkan sumber dalam
negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berkelanjutan. Untuk
itulah diperlukan adanya investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
dan selanjutnya mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda
ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu
terjadinya ledakan pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan
memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial politik pada
gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pada tahun 2010 pengangguran di perkirakan bertambah. Krisis global terus

menelan korban. Sedikitnya 180.000 buruh kontrak sudah kehilangan pekerjaan
akibat perusahaan pemakai jasa tak lagi memperpanjang masa kerja. Pemutusan
hubungan kerja bakal meningkat tajam pada kuartal II-2009 saat industri sudah
kehabisan order.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta,
Kamis (12/3), mengungkapkan, sampai saat ini, hanya 20.000 karyawan tetap yang
terkena PHK. “Saya pun kaget, ternyata jumlah PHK sudah mencapai 200.000
orang. Sebagian besar pekerja kontrak dan harian. Kalau (karyawan) tetap, masih
dipertahankan”, ujar Sofjan.
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Sebagian besar korban PHK berada di Pulau Jawa. Mereka umumnya bekerja
di sektor manufaktur, tekstil dan produk tekstil, dan otomotif. “Pencairan stimulus
jangan menunggu April. Utamakan untuk stimulus langsung menyentuh rakyat agar
ekonomi bergerak”, tutur Sofjan.

Buruh kontrak menjadi sasaran utama PHK ketimbang mereka yang berstatus
karyawan tetap. Berdasarkan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pesangon PHK bagi buruh tetap bisa mencapai 32 kali gaji.
Adapun terhadap buruh kontrak, pemakai jasa bisa memutus kontrak kerja dengan
perusahaan pemasok buruh kontrak tanpa perlu melapor ke dinas tenaga kerja
setempat. Pemakaian jasa juga bisa memutus kontrak pekerjaan terhadap industri
berskala lebih kecil yang selama ini memasok komponen atau kebutuhan produksi.

Berdasarkan data Depnakertrans, sudah 38.000 orang menjadi korban PHK
dan 16.400 orang lagi dirumahkan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman
Suparno meminta pengusaha tidak memanfaatkan krisis untuk melakukan PHK.
Dunia usaha diminta mempertahankan sekuat tenaga pekerja tetap mereka. “Saya
baru dari Timika, memediasi manajemen PT. Freeport dan pekerja sesuai arahan
Presiden. Setelah saya temui, manajemen batal melakukan PHK pada
3.000 orang dari 11.900 karyawan tetapnya,” ujar Erman. Presiden Konfederasi

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
Rekson Silaban meminta pemerintah lebih tegas. Contohnya,
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Pemerintah Inggris telah mewajibkan pengusaha mengumumkan rencana pailit atau
PHK massal, minimal tiga bulan sebelumnya. Deputi Bidang Industri dan
Perdagangan Menko Perekonomian Eddy Putra Irawadi
mengatakan, pelaksanaan stimulus fiskal akan dirinci paling lambat 18 Maret
2009. “Setelah itu, daftar isian pelaksanaan anggarannya diterima kementerian
lembaga penerima stimulus untuk dijalankan”,
ujarnya.®’

Kebijakan ekonomi yang masih fokus pada stabilitas dan menjaga
makroekonomi dinilai belum cukup untuk menekan tingginya jumlah penganggur
dan masyarakat miskin Indonesia pada tahun depan. Menurut Kepala Ekonom The
Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, asumsi pertumbuhan ekonomi
lima persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN)2010 tidak cukup untuk mengendalikan
pengangguran dan penduduk miskin. “Angka lima persen tidak cukup untuk
menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja. Akibatnya, tingkat
pengangguran diperkirakan delapan sampai 10 persen dan kemiskinan 12 sampai
14 persen”, kata Sunarsip dalam jumpa pers, Ahad (2/8). IEI memperkirakan, pada
2010 inflasi terjaga di kisaran 4-
6 persen, BI Rate 5-7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp. 9.700,
produksi minyak mentah 950-1 juta barel per hari, dan defisit APBN 1-2 persen. Dia
memperkirakan, pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program subsidi untuk

menjaga daya beli masyarakat miskin. Kendati, katanya, besaran

#180.000 Buruh Kontrak Di-PHK”, Kompas, 13 Maret 2009.
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subsidi akan berkurang dan mekanismenya berubah. “Dari subsidi harga, ke subsidi
langsung, ke targetnya. Ini karena pemerintah tampaknya akan menerapkan harga
BBM sesuai mekanisme pasar”, jelas Sunarsip.

Pemerintah juga akan melanjutkan stimulus fiskal meski nilainya tidak
signifikan untuk mendukung stimulus yang sudah direncanakan pada 2009.
Revitalisasi industri juga menjadi kemestian, terutama industri manufaktur. Karena
itu, dia memberi saran kepada kabinet baru mendatang agar stabilitas ekonomi harus
diimbangi oleh strategi penyediaan lapangan kerja yang masif. “Kebijakan harus
tetap padat karya ketimbang padat modal”, katanya.44

Kalangan ekonom memperkirakan perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1
Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikra karena kalah
bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Menurut Kepala
Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, berdasarkan
penelitian yang ia lakukan, pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan
Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Meski perdagangan bebas itu bisa juga berdampak siginifikan pada industri
nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-Cina pernah mencatat surplus sekitar
USS$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US$ 4 miliar. “Terbesar di
sektor nonmigas”, kata Sri di Jakarta. Karena itu,

“ “Pengangguran dan Kemiskinan Masih Jadi Tantangan”, Republika, 3 Agustus 2009.
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menurut dia, lebih baik pemerintah melakukan negosiasi ulang kesepakatan
perdagangan bebas itu, terutama untuk sektor- sektor yang belum siap. Disisi lain,
Pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan
produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.45
Pengangguran masih mejadi masalah utama di Tanah Air. Meskipun setiap

tahun, Pemerintah berupaya keras mengarahkan anggaran negara dan programnya
untuk mengatasi masalah sosial ini, tetap saja angka pengangguran masih tinggi.
Jangan kaget, angkanya pun mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh
provinsi. Berikut ini adalah lima besar provinsi pemilik pengangguran46 :

1. Jawa Barat 2.257.000

2. Jawa Tengah 1.208.000

3. Jawa Timur 1.193.000 4. Banten 663.000

5. DKI Jakarta 570.000

2. Mengembangkan Industri Substitusi Import Untuk Menghemat Devisa

Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan lahirnya
Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah
mengembangkan industri substitusi import, untuk menghemat devisa.

* Perdagangan Bebas ASEN-Cina : Jumlah Penganggut Bakal Melonjak”, Koran Tempo, 23
Desember 2009.
4 “Juara Pengangguran”, Republika, 14 Desember 2009.
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Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan demikian memproduksi
barang-barang yang sebelumnya diimport. Dengan berkurangnya import, Indonesia
akan barang- barang jadi, akan menghemat devisa.

3. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor nonmigas
untuk mendapatkan devisa

Dalam lima tahun terakhir mulai tahun 1997 sampai 2001, kegiatan ekspor
nonmigas dan migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai ekspor nonmigas
menurun 3,65 persen dan pada tahun 1999 menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas
mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun 2000, namun pada
tahun 2001 kembali menurun sebesar 8,99 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia,
antara lain pertama, rendahnya harga komoditas migas; kedua, rendahnya nilai tukar
rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan
meningkatnya biaya produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong
impor dan biaya produksi). Ketiga, rendahnya produksi sektor riil; keempat,
melemahnya daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu
lapis dan karet yang telah diolah; kelima, pasar domestik tidak tumbuh sementara
pasar internasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar tradisional
ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat memang
sempat terpuruk dalam krisis ekonomi.
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Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam sektor rill. Daya saing industri
yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar menjadi sangat menurun.
Ini terjadi antara lain pada industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, textil, alas
kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen dari total ekspor nonmigas dan
menyerap 70 persen dari total tenaga kerj a.t’

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,*”® perkembangan ekspor Indonesia
adalah sebagai berikut ; (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9 milliar US$ dan
nonmigas sebesar 40,9 milliar USS$; (2) tahun 1999 ekspor migas sebesar 9,8 milliar
US$ dan nonmigas 38,7 milliar US$; (3) tahun 2000 ekspor migas sebesar 14,4
milliar US$ dan nonmigas sebesar 46,9 milliar US$; (4) tahun 2001 ekspor migas
sebesar 5,6 US$ dan ekspor nonmigas sebesar 21,6 milliar USS.

Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan nilai ekspor terbesar
dengan jumlah rata-rata 6,9 juta dollar AS, disusul Jepang (6,6 juta dollar AS),
Singapura (5,3 juta dollar AS), Hongkong (1,6 juta dollar AS) dan Belanda (1,6 juta
dollar AS).

Sejak krisis ekonomi ekspor nasional nonmigas, terus mengalami penurunan.
Padahal dari ekspor inilah, Indonesia bisa memperoleh devisa dengan cepat
sehingga dapat digunakan untuk melakukan recovery ekonomi. Penurunan ini juga

4 Tempo, 6 Januari 2002
* Republika, 19 Agustus 2002
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dirasakan oleh industri tekstil dan produksi tekstil.* Pada tahun 1998, ekspor TPT
minus 0,07 persen. Tahun 1999 menurun lebih besar mencapai 2,08 persen dengan
nilai nominal mencapai US$ 7,29 milliar. Tahun 2000 naik 15,09 persen dengan
nilai nominal US$ 6,304 milliar. Laju pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun
2001 mengalami penurunan yang cukup signifikan.Di Asia dan Amerika terjadi
penurunan sampai 12 persen, Eropa turun 9 persen (8,4 dollar AS), dan Afrika turun
3 persen (1 milyar dollar AS), sedangkan dari Australia dan Oceania hanya 993 juta
dollar AS atau turun 4 persen.

Sektor lain yang juga menurun adalah industri sepatu.Sekjen Asosiasi
Persepatuan Indonesia Djimanto,50 menyatakan kinerja ekspor industri sepatu
domestik selama semester pertama tahun 2002 turun 10 persen, sementara prinsipial
produk sepatu merek Reebok dan Nike yang telah menghentikan pesanan dari
pemasoknya. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Asprindo, total ekspor
sepatu Indonesia periode Januari-Juni hanya mencapai US$ 700 juta, sedangkan
periode yang sama pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US$800 juta.

Akibat menurunnya nilai ekspor Indonesia, pada pertengahan 1997 cadangan
devisa berkurang sampai 560 juta dollar dan akhir tahun 1997 cadangan devisa
berkurang 4,1 milyar dollar AS. Tahun 1999 cadangan devisa Indonesia bertambah
3,2 milyar dollar AS dan tahun 2000 bertambah 5,6

* Tawa Pos, 6 Januari 2002
0 Bisnis Indonesia, 31 Juli 2002

50



milyar dollar AS. Sedangkan untuk tahun 2001 cadangan devisa berkurang sekitar
1,3 milyar dollar AS. Pengurangan ini sebagai akibat nilai saldo transaksi berjalan
turun menjadi 6 milyar dollar AS.

Untuk menutup defisit transaksi berjalan, pemerintah harus memacu nilai
ekspor baik migas maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi
beberapa masalah seperti, masalah likuiditas mata uang asing, penegakan hukum
yang lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensinya
perubahan kebijakan.’’

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki berbagai hambatan-hambatan
dalam ekspor dan mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah
satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong kinerja ekspor dapat dilakukan
dengan memberikan paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor yang lain.
Selain itu, pemerintah harus mampu menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan
mekanisme yang efektif serta iklim yang kompetitif.52

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan nonmigas diperlukan
adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor diharapkan akan
meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank.
Dana inilah yang akan digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain
kepada pihak asing.

31 Bisnis Indonesia, 12 Desember 2002
52 Bisnis Indonesia, 11 Januari 2003
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Selain mendorong datangnya investasi asing, untuk meningkatkan ekspor
memerlukan adanya perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks kepercayaan
eksportir yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Castle Asia menyatakan, bahwa
indeks kepercayaan eksportir untuk jangka pendek pada kuartal ketiga tahun 2002
mengalami penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0 persen.53 Untuk itulah,
Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi
Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan
Keppres No. 54 tanggal 23 Juli 2002, agar segera mengkoordinasikan upaya-upaya
pemberantasan berbagai penyelundupan secara intensif.”

4. Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam
pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti
pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan,
rel kerata api, pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka
membangun daerah-daerah yang tertinggal atau rusak akibat terjadinya berbagai
konflik seperti di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku dan Poso.

Di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, menurut Gubernur Abdullah Puteh,
sejak berlangsungnya konflik Aceh sejak 4 tahun silam, tingkat keterpurukan
ekonomi rakyat dan

>3 Kompas, 26 Agustus 2002
> Republika, 20 Agustus 2002
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infrastruktur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan adanya perbaikan dan
pembangunan infrastruktur.”

Pada tahun 2003, pemerintah menyediakan dana berkisar Rp. 10 triliun — Rp.
12 triliun, yang bersumber dari APBN dan investor, untuk pengembangan
infrastruktur.”® Proyek-proyek infrastruktur tersebut sifatnya lebih kepada cost
recovery, sehingga pemerintah akan menggunakan dana APBN 2003 untuk proyek
yang dapat mendukung program pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana pinjaman
luar negeri untuk proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia mencapai US$ 250
juta. Dana tersebut akan digunakan dalam dua tahap yakni tahap satu di enam
provinsi dan tahap kedua di tiga provinsi. Menurut Menkimpraswil Soenarno, ke
depan Depkimpraswil harus mulai mengusahakan investasi di bidang infrastruktur
supaya perekonomian bisa bergerak lebih cepat dan bisa mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah dan
pengusaha Afrika Selatan pada saat ini sedang menjajaki investasi pengolahan GTL
(gas to liquid) guna menekan biaya transportasi pengiriman. Pertimbangan
pemerintah Afsel diantaranya, Indonesia memiliki potensi sumber daya gas yang
tergolong sangat banyak, sedangkan pengiriman dalam bentuk LNG (gas alam)
biayanya cukup mabhal.

% [ihat Bisnis Indonesia, 14 Januari 2003.
% Bisnis Indonesia, 26 Agustus 2002
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Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan tempat investasi adalah di
Kawasan Timur Indonesia. Menurut Manuel Kaisipo, ada tiga investor asing yang
telah menanamkan investasi pertambangan di Kawasan Timur Indonesia sebesar
US$ 2,1 milliar. Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI yaitu Sulawesi
Utara, Maluku Utara dan Irian J aya.57

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan adalah di bidang pertambangan
emas, sedangkan di Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang pertambangan
nikel. Investasi ini telah menyerap 10 ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang
sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan masyarakat setempat,
Pemerintah Malaysia dan Brunei berjanji akan mengajak dan mendorong para
pengusaha di negaranya untuk menanam modal didaerah tersebut.”® Kehadiran
investor selain mengembangkan bisnis juga untuk membangun daerah setempat.
Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua harus mempersiapkan
infrastruktur dan menciptakan kondisi keamanan. Infrastruktur yang terpenting
adalah pembangunan jalan-jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara di setiap
kabupaten dan kecamatan.

Daerah lain yang menantikan investor baru diantaranya Kabupaten
Karangasem di Bali.” Investor diharapkan dapat meningkatkan promosi investasi
pariwisata dengan menetapkan tiga kawasan tujuan wisata utama. Jika dibandingkan
Denpasar,

*’ Tempo Interaktif, 4 September 2001

> Kompas, 26 Juli 2002

% Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002.
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Badung, Gianyar dan Tabanan, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang
ketinggalan selangkah dalam mengembangkan potensinya hingga kontribusi sektor
swasta juga masih sangat minim. Selama ini jumlah usaha formal hanya tercatat
17.000-an unit yang hampir seluruhnya berupa industri kecil dan hanya sebagian
kecil usaha yang tergolong usaha menengah dan besar yang berkonsentrasi disektor
akomodasi pariwisata.

Pada sektor pariwisata, Karangasem mempunyai potensi alam dan pantai yang
masih asri sehingga mempunyai prospek yang cukup menjanjikan bagi para investor
yang akan menanamkan investasinya. Untuk menarik investor, pemerintah daerah
secara serius melakukan pembenahan hukum. Salah satunya, Bapeda Karangasem
menetapkan rencana umum tata ruang berdasarkan potensi dan peruntukan lahan.
Untuk sementara pengembangan wisata di Taman Ujung menggunakan bantuan
Bank Dunia dan APBN. Menurut Kepala Bapeda Komang Gede, rehabilitasi objek
wisata seluas 2.500 hektar akan dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap pertama
membutuhkan dana sebesar 1,3 milliar dari Bank Dunia dan Rp. 195,6 juta dari
APBD. Pada tahap kedua, total dana yang dibutuhkan Rp. 7,6 milliar yang terdiri
dari Rp. 6,6 milliar dari Bank Dunia dan Rp. 99 juta dari dana pemerintah
kabupaten. Khusus di daearah Tulamben, investor diharapkan dapat berinvestasi
pada sarana atraksi pariwisata dan akomodasi. Secara keseluruhan Karangasem
memiliki 18 objek wisata yang tersebar di Dadung, Gianyar dan Tabanan. Di luar
tiga kawasan tersebut, ada juga
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peluang untuk pengembangan akomodasi pendukung tourisme seperti pendirian
pondok wisata, home stay dan sejumlah fasilitas lainnya termasuk arts shop.®°

Untuk wilayah Jawa, kawasan yang saat ini memerlukan investasi diantaranya
Ujung Kulon untuk membangun prasarana dan sarana guna menunjang
pengembangan objek wisata berbasis lingkungan dan masyarakat (ecotourism).®’
Investasi dari swasta terutama dibutuhkan dalam bentuk pembangunan tempat
akomodasi, tranportasi dan berbagai fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan,
pemerintah daerah setempat bersama investor Cina akan segera merealisasikan
pembangunan rel kereta api dari Makasar ke Pare-Pare yang dilanjutkan hingga
Luwu dengan dana Rp.35 triliun. Pembangunan rel tersebut tahap pertama dibangun
dari Makassar ke Pare-Pare sepanjang 155 km, kemudian dilanjutkan tahap kedua
dari Pare-pare hingga kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dengan panjang sekitar 300
km. Investor lain yang akan segera merealisasikan investasinya adalah PT Ramai
Abadi (PMA Malaysia) yang akan melakukan investasi di Tarakan, Kaltim dengan
nilai US$ 3 juta. Investasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar
swalayan. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada super market baru tersebut
direncanakan sebanyak 14 orang tenaga kerja asing (TKA)dan 104 TKI(Tenaga
Kerja Indonesia).®?

0 bid
! Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2002
2 1bid
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Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono menyatakan, jika tidak ada
investasi baru dalam sektor ketenagalistrikan dan hanya mengandalkan komitmen
yang sudah ada, PLN tidak bisa lagi memberikan sambungan listrik kepada
pelanggan baru pada tahun 2005. Sebab kemampuan suplai PLN tidak bertambah,
sedangkan kebutuhan terus meningkat jauh melampui kemampuan PLN.% Tanpa
pembangunan sarana kelistrikan sampai tahun 2005, Indonesia akan masuk ke dalam
skenario terbatas, yaitu penolakan PLN terhadap pelanggan baru terhadap PLN. Hal
ini menunjukkan, tingkat rasio jumlah pelanggan yang kini hanya 42 persen tidak
dapat ditingkatkan. Bila mengikuti skenario tersebut, dengan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) 3,5 hingga 4 persen serta pertumbuhan ekonomi hingga 8,
maka PLN akan membutuhkan investasi ketenagalistrikan di Indonesia sebesar Rp.
99 triliun sampai tahun 2005 atau sekitar Rp. 20 triliun per tahun. PT PLN
memprediksikan kebutuhan dana untuk mengatasi krisis listrik nasional tahun 2003
mencapai US$ 44,5 juta.64 Dana tersebut diperhitungkan dari kebutuhan proyek
pembangkit sebesar US$ 212,5 juta dan untuk proyek jaringan sebesar US$ 332 juta.
Hal ini terkait dengan terjadinya krisis listrik di wilayah Jawa-Bali yang semula
diperkirakan akan terjadi pada tahun 2004 ternyata maju dan akan terjadi pada tahun
2003.

63 Kompas, 6 Mei 2002
% Bisnis Indonesia, 18 Juni 2002
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Gejala ini terlihat dari beban puncak saat ini yang mencapai 12.900 MW,
padahal pada tahun 2002 ini PLN memperkirakan beban puncak Jawa-Bali sekitar
13.950 MW. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, PLN membutuhkan dana
minimal Rp. 99 triliun selama lima tahun berturut-turut sesuai dengan skenario
rendah.

Investasi ini diperlukan untuk bisa menyediakan fasilitas kelistrikan di pulau
Jawa dan di luar pulau Jawa yang saat ini telah mengalami krisis listrik. Untuk
mengatasi krisis listrik, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah
membentuk Tim Keppres 133 yang bertugas mengendalikan seluruh perjalanan
ketenagalistrikan dan membantu pemulihan ekonomi. Tim ini diharapkan bisa
menyelesaikan masalah negosiasi dari proyek-proyek listrik swasta yang telah
dibuat kontraknya pada masa lalu tetapi tertunda hingga saat ini. Upaya lain,
mengajak para investor untuk berinvestasi di pulau Jawa yang mengalami
perkembangan kebutuhan listrik sangat pesat dengan perhatian menyelesaikan
proyek Tanjung Jati B di Jepara yang akan selesai pada tahun 2005 dan fokusnya
menyelesaikan transmisi Paiton-Kediri-Klaten (PKK).

Menurut ekonom Faisal Basri dan pengamat ketenagalistrikan Ariono
Abdulkadir®, untuk menarik investor pada sektor kelistrikan, pemerintah sebaiknya
memberikan insentif kepada investor dengan pembangunan infrastruktur listrik tak
dapat ditunda-tunda lagi dan harus ada investasi untuk mencegah krisis listrik yang
lebih parah. Krisis listrik saat ini

65 Kompas, 7 Mei 2002
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sudah terjadi di 28 daerah di luar pulau Jawa-Bali, sementara untuk wilayah Jawa-
Bali diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2006 jika tidak ada investasi.

5. Alih Teknologi

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujutkan alih teknologi dan
peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam bidang
teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju
industrialisasi.

Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam
pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang
sangat penting dalam proses industrialisasi dan alih teknologi.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi,
pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing yang bergerak dalam
bidang teknologi informasi.® Investasi tersebut digunakan untuk mengurangi
kesenjangan digital sesuai target pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia
sudah memiliki akses internet tahun 2005.

Untuk menarik investor asing, kemudahan-kemudahan investasi saja tidak
cukup tetapi diperlukan juga adanya perlindungan Hak Milik Intelektual. Hal ini
untuk mengatasi berbagai pelanggaran atau pembajakan pada piranti lunak
(software). Pada saat ini di Indonesia, pembajakan software mencapai 88 persen, dan
mendudukkan Indonesia sebagai salah

% Bisnis Indonesia, 8 Mei 2002
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satu negara tertinggi tingkat pembajakannya di dunia setelah Vietnam dan Cina.®’

Menurut Direktur Bisnis Software Alliance (BSA) untuk Asia Pasifik Jess Hardee,
pada tahun 1996 tingkat pembajakan mencapai 96 persen, tahun 2001 mencapai 88
persen.

Sementara itu Kompas memberitakan, iklim investasi Indonesia semakin
kompetitif. Sejumlah perbaikan yang dilakukan dan kondisi politik yang stabil
menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Bahkan, Japan Bank for International
Cooperation telah menyebut Indonesia sebagai tujuan favorit dalam investasi.

Saat ini sudah dikeluarkan pula 15 langkah perbaikan dalam bidang investasi
agar para penanaman modal makin meminati Indonesia.

“Indonesia sedang bergerak ke arah Indonesia yang makin kompetitif,” kata
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar saat
memberikan sambutan di depan Indonesia-America Business Council dan Indonesia
Diaspora Business Council di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (27/4) malam.

Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E
Pangestu, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, sejumlah pebisnis, serta pejabat konsulat
RI di Los Angeles.

%7 Republika, 13 Juli 2002
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Dalam kesempatan tersebut, Mari E Pangestu mengatakan, saat ini Indonesia
memasuki babakan normal baru seusai pelonggaran likuiditas dikurangi. Situasi
ekonomi makro, seperti nilai tukar dan neraca perdagangan, mulai stabil. Saat ini isu
yang menonjol adalah isu pengamanan investas. Beberapa isu, seperti soal lahan,
juga sudah diselesaikan.

Mahendra menyebutkan, BKPM berfokus pada sejumlah perbaikan iklim
investasi dalam hal percepatan dan kemudahan perizinan, reformasi untuk daftar
investasi yang bisa dibuka untuk perusahaan asing, dan perbaikan dalam iklim
investasi. Untuk perbaikan iklim investasi, pihaknya sudah menyelesaikan 15
langkah perbaikan.

“Beberapa kemudahan itu antara lain bisa dilakukan secara daring (online),
seperti pembentukan badan hukum perseroan terbatas, pendaftaran program jaminan
sosial, pelaporan pajak, dan pengurusan izin mendirikan bangunan,” kata dia.

Di samping itu, sejumlah penyederhanaan dilakukan untuk pemasangan listrik,
pemasangan telepon, dan penyambungan saluran air minum.®

Dalam pada itu Koran Tempo memberitakan, Kepala ekonom Bank Dunia
untuk Indonesia, Ndiame Diop, menegaskan kisruh politik di dalam negeri bisa
menimbulkan preseden buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

**Tklim Indonesia Makin Kompetitif, Kompas, 29 April 2014.
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Menurut Diop, kondisi politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan
kepastian bagi semua pelaku usaha. Namun yang terjadi dalam sepekan terakhir
justru sebaliknya. Para elite politik terus melakukan manuver politik yang
menyebabkan investor khawatir. “Jika terus berlangsung, ini akan mengganggu
investasi ke depan,” kata Diop di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, perekonomian Indonesia masih akan dipengaruhi oleh
sentimen global. Kepastian politik di dalam negeri seharusnya bisa memberikan
pegangan bagi investor agar tetap mempertahankan investasi mereka di Tanah Air.
Makanya segera hentikan (pertikaian politik) agar pertumbuhan tetap terjaga,”
ujarnya.

Bank Dunia kemarin menyebutkan, dibanding negara lain di kawasan Asia-
Pasifik, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren menurun. Dalam ulasan
East Asia Pacific Economic Update World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia
sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya berada di angka 5,2 persen, turun
dibanding pada tahun lalu yang mencapai 5,8 persen.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van
Trotsenburg, mengatakan kawasan Asia Timur dan Pasifik masih memiliki potensi
pertumbuhan lebih tinggi dan cepat dibanding kawasan lainnya. “Secara
keseluruhan, kawasan ini akan mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi
global,” kata Trotsenburg, melalui live streaming yang dilaksanakan di kantor Bank
Dunia, gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.
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Namun, menurut Trotsenburg, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru
menurun. Turunnya harga komoditas, belanja pemerintah yang lebih rendah
daripada yang diperkirakan, serta lambatnya eskpansi kredit menjadi penyebabnya.
Ke depan, kata dia, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lainnya karena
masih menggantungkan harapan pada ekspor komoditas, sedangkan harga
komoditas sedang turun.

Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, juga
mengatakan kisruh politik dapat menyebabkan investor asing menunda investasi
mereka. Pasalnya, investor membutuhkan kejelasan dan keamanan dalam melakukan
investasi. “Saat ini kondisi Indonesia bisa dipandang investor belum kondusif,” kata
Agus saat dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, dinamika politik saat ini bisa berakibat buruk bagi
perekonomian karena kegaduhan politik diperkirakan masih belum akan berakhir.
Bisa saja kondisi ini terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yang
mengakibatkan investor semakin menarik diri dari Indonesia. “Pemerintah akan
menghadapi kesulitan menarik investor dengan iklim politik seperti ini,” ujarnya.

Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono, walau
tak sekrusial pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dikuasainya Majelis
Permusyawaratan Rakyat oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,
keraguan pasar terhadap efektivitas pemerintah Joko Widodo- Jusuf Kalla akan
semakin kuat. Ini akan memberikan sentimen negatif terhadap rupiah dan saham.
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“Pasar ragu apakah Presiden Jokowi nanti mampu mengegolkan program-
program yang disusun timnya di depan DPR, misalnya APBN Perubahan 2015?7”
kata Tony.69

Selanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar,
mengatakan kinerja investasi pada kuartal ketiga 2014 tetap bertumbuh di tengah
proses pemilihan presiden dan transisi pemerintahan. “Ini menunjukkan bahwa
kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan politik Tanah Air,”
tutur Mahendra di gedung BKPM, Jakarta, kemarin.

Mahendra menuturkan, realisasi investasi sepanjang Juli- September tahun ini
mencapai Rp 119,9 triliun. Mayoritas adalah investasi asing sebesar Rp 78,3
triliun dan sisanya investasi dalam negeri sebesar Rp 41,6 triliun. Total, nilai
investasi itu naik 19,3 persen daripada periode serupa tahun lalu. Faktor lainyang
mempengaruhi tingginya investasi, menurut Mahendra, ialah prospek
membaiknya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga menunjukkan keberhasilan
upaya pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi dengan cara memberikan
kemudahan mendirikan usaha dan adanya

peningkatan kualitas pelayanan investasi.

Mahendra menambahkan, kinerja baik sembilan bulan pertama tahun ini
menunjukkan 16,8 persen memberikan optimisme. “Bukan hanya target 15 persen
tahun ini akan terlampau, tapi juga target tahun depan sebesar 15-18 persen akan
dapat dicapai,” ujarnya.

% Bank Dunia: Kisruh Politik Hambat Investasi
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Pernyataan Mahendra tersebut berbeda dengan prediksi para pengamat dan
ekonom sebelumnya yang menyebutkan gonjang-ganjing politik yang memanas
bakal mempengaruhi realisasi investasi hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, ekonom
dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan, dinamika politik saat ini
yang sangat tinggi akan kontraproduktif terhadap keberlanjutan investasi, khususnya
di sektor minyak dan gas di dalam negeri. “Proses negosiasi bakal berlarut-larut dan
proyek energi berskala besar akan lambat terealisasi,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Mahendra melanjutkan, selama kuartal ketiga tahun ini sektor industri
pengolahan menyumbang 44,9 persen dari total penanaman modal lokal atau senilai
Rp 18,7 triliun. Sedangkan untuk realisasi investasi asing kebanyakan dikontribusi
oleh industri pengolahan sebesar 45,3 persen atau senilai US$ 3,4 miliar.

Sayangnya, kata Mahendra, penyerapan tenaga kerja dari penanam modal
asing pada kuartal ketiga tahun ini menurun dibanding kuartal sebelumnya.
Sepanjang kuartal ketiga tahun ini penyerapan kerja oleh investor asing sebesar
264.827 orang, lebih rendah ketimbang jumlah tenaga kerja terserap pada kuartal
sebelumnya sebanyak 268.553 orang.

Karena itu, Mahendra menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah pemerintahan
baru ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, investasi
asing yang masuk bukan hanya pada sektor padat modal, tapi juga investasi padat
karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.
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Menanggapi hal terebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang
Sertifikasi Tenaga Kerja, Sumarna Abdurahman, mengatakan turunnya jumlah
tenaga kerja terserap oleh investor asing mencerminkan angka pertumbuhan
ekonomi yang tidak sehat. “Kalau tiga tahun yang lalu angka 1 persen itu menyerap
250 ribu tenaga kerja, kini hanya menyerap 100 ribu tenaga kerja,” ujarnya ketika
dihubungi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung
menganggap wajar investasi tumbuh tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga
kerja. Musababnya, semakin maju sebuah negara, upah buruh semakin tinggi.

“Jadi investasi yang masuk lebih ke padat modal dibanding padat karya,” kata
Chairul. Jika ingin penyerapan tenaga kerja tinggi, investasi yang masuk harus lebih
besar lagi.

Chairul optimistis investasi akan lebih banyak masuk jika kondisi politik lebih
kondusif. Ia berharap pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik. “Kita juga harus mendukung pemerintahan baru agar bisa membuat
bangsa ini lebih maju dan sejahtera.””*

Media Indonesia memberitakan, kenaikan investasi pada triwulan III 2014
ternyata tidak berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan di
bidang ketenagakerjaan diperkirakan mampu mengatasi persoalan itu.

“Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
memang lebih padat modal,* kata Kepala Badan

" Politik Gonjang-ganjing, Investasi Tetap Tumbuh, Koran Tempo, 18 Oktober 2014.
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Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, kemarin.

Akibatnya, tambah Mahendra, daya saing pada bidang yang banyak
menyerap tenaga kerja belum baik.

Salah satu persoalan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan ialah
upah buruh.Investor dan pengusaha, kata dia, menginginkan kejelasan sistem
pengupahan. “Upah buruh itu merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Ini sebagai
upaya mitigasi risiko,* ujarnya.

Laporan BKPM yang dirilis kemarin mencatat penaikan investasi pada
triwulan III 2014, dari Rp116,2 triliun di triwulan II menjadi Rp119,9 triliun. Pada
periode JanuariSeptember 2014 investasi tercatat naik menjadi Rp342,7 triliun dari
Rp293,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan investasi itu tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja.
Jumlah serapan tenaga kerja menurut data BKPM itu tercatat menurun dari 350.803
pekerja di triwulan II menjadi 349.377 pekerja di triwulan III. Pada periode Januari-
September 2014 penyerapan tenaga kerja turun menjadi
960.336 pekerja jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebanyak
1.399.843 pekerja.

Mahendra berkeyakinan, jika persoalan ketenegakerjaan bisa diperbaiki,
aliran investasi ke sektor padat karya bisa semakin besar. “Inilah tugas pemerintahan
baru untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan berdaya saing.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina  Primiana
mengungkapkan aliran investasi pada industri padat
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modal disebabkan tidak adanya ekspansi dan investasi baru. Investor yang sudah ada
masih dalam posisi menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Itu, jelas Ina,
disebabkan investor masih terkendala oleh sejumlah persoalan seperti perizinan,
kepastian hukum, dan persoalan ketenagakerjaan. “Investor yang masuk baru tahu,
jalur dari pusat ke daerah aturannya banyak.

Belum lagi, jelasnya, ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah
pusat dan daerah yang membuat investor berpikir ulang untuk melakukan investasi.
“Ditambah, infrastruktur yang belum memadai dan biaya logstik yang tinggi.
Akibatnya, investor existing lebih berpikir untuk menjaga yang sudah ada,*
pungkasnya.’!

Kompas memberitakan, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam negara yang
tidak melakukan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan
teroris oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Indonesia dinilai terus berupaya
melaksanakan rekomendasi FATF. Hal itu akan berdampak pada peringkat investasi
yang membaik.

Peningkatan peringkat investasi dan penurunan risiko keuangan bisa
mendorong peningkatan investasi langsung ke Indonesia. Wakil Ketua Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menjelaskan,
setelah keluar dari daftar hitam pada akhir Februari 2015, Indonesia masuk daftar
abu-abu. Indonesia masuk kategori on going process dalam melaksanakan
rekomendasi FATF.

"!nvestasi Naik tanpa Penyerapan Tenaga Kerja, Media Indonesia, 18 Oktober 2014.
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“Indonesia masuk daftar abu-abu karena masih menunggu evaluasi dari
komite sampai Mei mendatang yang akan berkunjung langsung melihat prosesnya di
Indonesia. Kita berharap, hasilnya akan positif dan bisa sepenuhnya memenuhi
prosedur,” kata Agus Santoso seusai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris
antara Bank Indonesia (BI) dan PPATK di Jakarta, Kamis (5/3). Hadir dalam acara
itu Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Selama berada dalam daftar hitam, Indonesia dianggap kurang efektif
mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan masuk
ke daftar abu-abu, Indonesia dianggap sudah melakukan berbagai upaya serius,
tetapi masih menunggu evaluasi dari komite yang akan datang langsung ke
Indonesia.

Agus menjelaskan, kerja sama antara lain terkait pertukaran informasi.
“Inisiatif PPATK membatasi transaksi tunai sejalan dengan upaya BI membentuk
komunitas nontunai. Inisiatif-inisiatif itu akan mendukung upaya menghindari
pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” katanya.

Menurut Yusuf, transaksi non-tunai bisa meminimalkan penyimpangan.
Selain pencucian uang, transaksi tunai bisa dimanfaatkan untuk penyuapan.’>

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat
realisasi investasi di Indonesia selama kuartal

" Investasi Bisa Meningkat, Kompas, 6 Maret 2015.
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IIT 2015 mencapai Rp 140,3 triliun atau tumbuh 17% dari setahun lalu (year on
year/yoy). “Jika dilihat dari Januari sampai September 2015, realisasi investasi
seudah mencapai Rp 400 triliun atau 77% dari target 2015 yang sebesar Rp 519,5
triliun. Ini patut disyukuri,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Gedung BKPM,
Jakarta, kemarin.

Pertumbuhan itu diakuinya relatif melandai. Sebab, pada kuartal III 2014,
pertumbuhan investasi menembus 19%. Menurut Franky, hal itu tidak terlepas dari
imbas perlambatan perekonomian Indonesia maupun dunia.

Meski begitu, pertumbuhan investasi asing terus melaju, dengan mencapai
16,9% (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan periode serupa di 2014 yang sekitar
14%. Capaian positif investasi ia harapkan memberi optimisme akan prospek
investasi Indonesia yang masih baik di masa mendatang. Apalagi, pemerintah sudah
menggelontarkan berbagai paket kebijakan untuk memudahkan investasi. Salah satu
yang cukup sensasional ialah layanan izin investasi 3 jam.

“Senin (26/10) mendatang, layanan izin investasi 3 jam dan ditambah dengan
layanan booking tanah 3 jam sudah siap dimulai.”

Perihal layanan izin investasi 3 jam itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
Anton Supit berharap pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat
tersebut. Apalagi, investasi memang lebih banyak masuk ke daerah. “Pemda harus
sadar investasi yang masuk ke daerahnya penting untuk menggerakkan
perekonomian daerah dan peningkatan daya beli
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rakyat. Jangan sampai pemda berpikir investasi hanya untuk kepentingan
pengusaha,” kata dia saat dihubungi, kemarin.

Ia mengakui lamanya proses perizinan di daerah masih jadi kendala. Upaya
dan promosi yang digencarkan pemerintah pusat untuk menarik investasi akan sia-
sia jika tidak diikuti langkah serupa oleh daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memanggil 667 kepada daerah dan
mengingatkan mereka mendukung kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai
percepatan perizinan yang dilakukan di pusat jadi percuma karena proses di daerah
masih berbulan-bulan (Media Indonesia, 22/10).

Meski realisasi investasi keseluruhan tumbuh, investasi industri padat karya
ternyata menciut 13,4%. “Penyebabnya masih kita kaji dan bandingkan dengan
tahun lalu,” ujar Franky.

Untuk mengatasi hal tersebut, pthaknya akan memberi insentif tax allowance
untuk industri padat karya yang ada di Pulau Jawa karena selama ini aturan
mengatakan insentif pajak tersebut hanya untuk yang di luar Pulau Jawa. “Tahun ini
akan kita ajukan proposalnya ke Kementerian Keuangan,” ujar Franky.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo
Harijanto mengatakan formulasi baru pengupahan yang diumumkan pemerintah
baru-baru ini akan memompa gairah investasi. “Lebih menggairahkan untuk
investasi karena ada kepastian dalam lima tahun. Selama ini perusahaan dalam
memperkirakan upah bisa meleset terlalu besar,” ucapnya dalam diskusi di Jakarta,
Rabu (21/10) malam.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Syukur Sarto menambahkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut. “Kami
mengkaji bahwa dengan formulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan
mengejar pertubuhan upah.””

Investasi Terus Mengalir, Media Indonesia, 23 Oktober 2015.
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PMDN : Penanaman modal dalam negeri
PMA  : Penanaman modal asing
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Media Indonesia, 23 Oktober 2015.
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Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di
sektor riil pada kuartal III (Juli-Sep tember) 2017 mencapai Rp176,6 triliun. Capaian
ini meningkat 3,4% dari triwulan I1/2017 yang mencapai Rp170,9 triliun.

Dengan demikian, secara ku - mu latif realisasi investasi pada Januari-September
2017 se be - sar Rp 513,2 triliun atau 75,6% target 2017 yang ditetapkan Rp 678,8
triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, transformasi ekonomi yang di
canangkan Presiden Joko Widodo di awal tahun pemerintahan untuk mendorong
produksi ke investasi mulai berjalan. “Trans formasi ekonomi dari kon sumsi ke
produksi dan konsumsi ke investasi, saya rasa sudah mulai berjalan,” ujarnya di
Jakarta, kemarin.

Menurut Thomas, ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada kuartal I1I/2017
sebesar 13,7% year on year (yoy). Pen capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan
kuartal II/2017 yang sebesar 12,7% yoy. Selain itu, pertumbuhan investasi secara
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keseluruhan terdiri dari rea lisasi investasi di BKPM, investasi pemerintah, pasar
modal, perbankan, belanja modal BUMN, dan reinvestasi profit korporasi yang
berkontribusi ter hadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal 11/2017 sebesar
5,8% yoy.

“Investasi makro sudah cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara total.
Ada pergeseran dari konsumsi ke investasi,” katanya.

Thomas menuturkan, sejak awal pemerintah, Presiden langsung fokus pada
investasi China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia yang saat itu masih kurang
digarap. “Sejak saat itu realisasi meningkat sangat pesat. Saya pribadi merasa ada
momentum yang sangat kuat untuk pengembangan investasi dari China, Jepang, dan
Korea Selatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, BKPM juga akan fokus menggarap investasi dari Timur
Tengah dan Rusia tanpa melupakan investasi dari Amerika Serikat dan Eropa karena
secara kualitas investasi yang paling tinggi masih dari kedua negara itu.

“Untuk sementara ini saya akan garap Timur Tengah dan dalam beberapa
pekan ini akan banyak kabar positif dengan Rusia, baik dengan pengadaan alutsista
dan kerja sama kilang minyak. Momentum positif ini untuk mengembangkan kerja
sama ekonomi,” katanya.

Thomas meyakini realisasi pada periode ini semakin menambah optimisme
pemerintah untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2017. Menurut dia, yang
perlu dipikirkan adalah kualitas karena tujuan utama bukan hanya investasi,
melainkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan
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masyarakat. “Investasi memung kinkan tenaga kerja kita naik kelas, meningkatkan
produktivitas dari pekerja kita sehingga konsumsi juga naik,” tuturnya.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar
Lubis mengatakan, realisasi penanaman modal pada kuartal I1I/2017 telah menyerap
tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang. Rinciannya 109.711 orang dari
proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebanyak 176.786 orang dari
penanaman modal asing (PMA).

“Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi tetap berperan dalam
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. BKPM akan terus mengawal
terealisasinya investasi yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.

BKPM mencatat realisasi investasi di Pulau Jawa pada periode kuartal III ini
mencapai Rp 101,1 triliun, sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,5 triliun.
Dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama tahun 2016,
realisasi di Pulau Jawa mengalami peningkatan sebesar 15,4%. Sedangkan realisasi
di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan sebesar 11,5%. Adapun realisasi
investasi di luar Jawa secara kumulatif Januari-September sebesar Rp 230,4 triliun
(44,9%) dan di Jawa Rp 282,8 triliun (55,1%).

Lima besar negara asal PMA periode kuartal III/2017 adalah Singapura
(USD2,5 miliar; 30,1%), Jepang (USDI1,1 miliar; 13,3%), China (USDO0,8 miliar;
9,6%), Ame rika Serikat (USDO0,6 miliar; 7,2%), dan Korea Selatan (USDO,4 miliar;
4,8
%).
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Pengamat ekonomi dari Institute For Develompent of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yudistira mengatakan, realisasi PMA dari Januari-September 2017
secara yoy hanya tumbuh 7,9% atau lebih kecil dari realisasi PMDN yang tumbuh
23,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investor domestik lebih percaya ter hadap
prospek perekonomian di Indonesia.

“Sementara investor asing memang ada beberapa pertimbangan, seperti
kondisi politik dalam negeri menjelang pemilu, faktor global dari reformasi pajak
Amerika Serikat, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan The Fed dan geopolitik,
sehingga membuat realisasi investasi asing kecil sepanjang Januari-September
2017,” ujarnya.

Bhima mengatakan, prospek investasi dari Timur Tengah dan Rusia besar, tapi
komitmen investasi belum terlalu besar. Ini disebabkan beberapa negara di Timur
Tengah belum mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Pemerintah
Indonesia.

“Potensinya besar, tapi yang diperlukan adalah mempermudah perizinan yang
lebih efisien terutama di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membantu
pembebasan lahan dan menyiapkan tenaga kerja. Jadi, jangan sampai hanya
komitmen saja tanpa ada realisasi karena hambatan-hambatan tersebut,”
ungkapnya.74

™ Realisasi Investasi Kuartal III Rp 176,6 Triliun, Koran Sindo, 31 Oktober 2017. Hal. 17.
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II. SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL
ASING

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara
berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus
penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara
yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi
terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut
mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; kesempatan ekonomi, kepastian
hukum dan stablitas politik.”

Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan
investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; pertama, ada economic
opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi
investor); kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas
politik); ketiga, legal certainty atau kepastian hukum.

Uraian berikut ini akan membahas syarat-syarat untuk menarik investasi asing.

> Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses, quantify and monitor (London : Euromony
Publications, 1979) hal. 54.
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1. Syarat adanya kesempatan ekonomi (Economic opportunity)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi
investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedian
lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah
dan tersedianya pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki
keunggulan alamiah dan komparatif, seperti; pertama, negeri yang sangat luas
dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih
cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan
potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan
penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan
dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.”®

Selain potensi-potensi ini, International Moneter Fund (IMF) memperkirakan
ekonomi Indonesia bakal mengalami booming seperti negara Asia lainnya.
Syaratnya, pemerintah harus serius dalam melanjutkan reformasi dan bisa
meyakinkan pasar.5 ' Deputi Direktur IMF Anoop Singh menyatakan, dengan
dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan
Indonesia pasti akan memenuhi sasaran

76 «“Tndonesia Masih Menarik Investor Asing, Media Indonesia”, 7 Oktober 2000.

Sl“Ekonomi Indonesia Bisa Booming - Jika Pemerintah Serius Lakukan Reformasi”, Media
Indonesia, 2000.
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pertumbuhan.Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktural yang meliputi reformasi
perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta reformasi hukum.”?

Namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan
secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang
menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia,
kemiskinan di Indonesia bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan. Tetapi 60% penduduk sudah hidup dengan pendapatan di bawah
US$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan sosial.

Berkaitan dengan keunggulan komparatif Indonesia di bidang tenaga kerja di
akui para investor Jepang. Investor Jepang cenderung melakukan alih teknologi dan
pelatihan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di
Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari
krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia
memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.5 3 Investor Jepang, menilai
krisis ekonomi yang menimpa Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi.
Negara yang sedang dilanda krisis, dipastikan akan memberi kemudahan-
kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek

> Ibid
3 *Investor Jepang masih Ragu-Ragu”, Media Indonesia, 20 Maret
2000.
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baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan
SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan,
dan infrastruktur.

Berdasarkan laporan tahunan peringkat daya saing internasional (world
competitiveness yearbook) yang disusun oleh International Institute for Management
Development (IIMD) yang berbasis di Lausanne, Swiss, Indonesia naik satu tingkat
ke urutan 45 dari 47 negara yang disurvei. Tahun lalu Indonesia berada pada
peringkat ke 46. Pemeringkatan kali ini dilakukan berdasarkan 290 kriteria, mulai
dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat penggunaan komputer dan regulasi
perburuhan. Sekitar dua pertiga kriteria penilai didasarkan pada data statistik empiris
dan sepertiga sisanya dari survei terhadap
3.263 eksekutif bisnis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan
secara eksplisit, apakah perbaikan peringkat Indonesia ini karena memang ada
perbaikan di pihak Indonesia.

Dengan adanya perbaikan peringkat tersebut, membuktikan bahwa peluang
investasi di Indonesia masih menguntungkan (profitable).”

Adanya rekomendasi IMF kepada CGI untuk meneruskan dukungan kepada
pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor lain yang turut mendukung
datangnya para investor.™ Dukungan tersebut mempunyai persyaratan agar
pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program ekonomi dan

54,
Ibid
55 “Timteng dan ASEAN dukung investasi di RI”, Kompas, 31 Juli
2000. °Bisnis Indonesia, 8 November 2001,
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reformasi struktural. Laporan IMF kepada anggota CGI menetapkan lima kebijakan
utama yang dibutuhkan untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya yaitu;
pertama, membuat kemajuan signifikan dalam keberlanjutan fiskal dengan
mengurangi beban utang pemerintah; kedua, membuat kemajuan dalam privatisasi
dan restrukturisasi aset BPPN; ketiga, menerapkan kebijakan moneter untuk
membawa kembali laju inflasi satu digit tahun depan; keempat, memperkuat upaya
untuk mengurangi kerentanan sistem perbankan dan memulihkan berfungsinya
mekanisme kredit; kelima, mempercepat upaya perbaikan iklim investasi melalui
reformasi hukum dan pemerintahan.

Faktor lain yang menjadi syarat investasi asing adalah tersedianya lahan untuk
mendirikan industri pendukung. Pada saat ini, para pengusaha AS, mereka lebih
memilih investasi di Cina, karena disebabkan adanya perbedaan yang mencolok
antara Indonesia dengan Cina menyangkut aspek industri pendukungnya. Untuk
mengarah ke industri pendukung yang kuat dan menjadi industri pendukung
investasi, sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang sulit.”’” Untuk membangun
industri pendukung, setidaknya ada dua cara; yaitu, pertama; dengan menarik
investor asing untuk membangun langsung industri pendukung; dan kedua,
menumbuhkan industri lokal agar mampu mendirikan industri pendukung. Namun
untuk

°7 «Berbagai Revisi Untuk Menarik Investasi Asing”, Kompas, 24 April 2002
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membangun perusahaan semacam itu, dibutuhkan fax incentive system.

Banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai
industri pendukung. Melihat peluang ini, pemerintah melalui BKPM melakukan
berbagai kebijakan baru, diantaranya; pertama, dalam RUU Penanaman Modal
dicantumkan soal pembebasan pajak sementara atau tax holiday; kedua, investor
asing yang menanamkan modalnya US$ 100 ribu, diberikan izin tinggal permanem;
ketiga, pembentukan Dewan Penanaman Modal yang berisi Menkeu, Menaker, dan
Menkeh. Dewan ini mensinergikan kebijakan investasi sehingga bisa menjadi satu
acuan bagi investor asing; keempat, revisi PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham
dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan
revisi Keppres No.96/2000 tentang Daftar Negatif Investasi.

Pada tahun 2009, Ketua BKPM berpendapat, menarik arus modal dari luar
negeri dan diinvestasikan secara berkesinambungan untuk sektor riil. Oleh sebab itu,
beberapa pasar akan kita garap intensif seperti Timur Tengah, Uni Eropa dan
Amerika Serikat yang investasinya di Indonesia belum sebesar negara-negara Asia,
seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Bagi investor asing, Indonesia tetap
menarik walaupun beberapa TV asing sering memberitakan soal bencana di negara
kita, seperti banjir dan gempa. Tapi kita harus bisa mengomunikasikan dan
sosialisasikan hal ini dengan baik, sehingga investor tidak perlu khawatir untuk
masuk dan menanamkan modalnya di dalam negeri.

82



Kemudian Ketua BKPM menambahkan, yang pasti untuk meningkatkan
lapangan kerja baru, maka arus modal yang masuk harus bisa menggerakkan sektor
riil dan bila didefinisikan lebih luas yang dapat menyerap tenaga kerja banyak
speerti pembangunan infrastruktur, sektor energi dan agro. Dan para investor akan
diarahkan untuk menanamkan modal yang dapat memproduksi barang yang
memiliki nilai tambah, jadi bukan mengekspor komoditas dalam bentuk mentah.
Sesuai arahan Presiden semua haru sdalam kerangka yang berkesinambungan dan
melanjutkan reformasi serta modernisasi di bidang industri yang efisisn. Untuk itu
diperlukan koordinasi yang kuat, tidak hanya di pemerintahan pusat dengan menteri
lainnya, tetapi juga sampai tingkat daerah dan kantor wilayah. Investasi di Indonesia
itu sebetulnya tidak sulit, yang penting kita jangan over sale. Tetapi harus realistis
kita sebutkan berbagai kendala yang ada di dalam negeri seperti masalah
infrastruktur, soal pertanahan dan beberapa kendala lainnya.77

2. Syarat stabilitas politik (political stability)

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor political
stability (stabilitas politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat
akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan
mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan

7 “Menjual Investasi yang bisa over delivered”, Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2009.
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terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya country risk dan belum
mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus
modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di
Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan
disebutkan pernah mencapai 40 milliar dollar AS dalam beberapa bulan setelah
krisis finansial tahun 1997.%% Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak termasuk
negara favorit untuk berinvestasi.” Dari hasil pemeringkatan yang disusun
perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara
favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah
Amerika Serikat.

Sebenarnya resiko politik dan resiko ekonomi suatu negara tidak akan
menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap resiko bentuk “return”
yang lebih tinggi.6o Dengan paket kebijakan yang bisa memberikan return yang
tinggi kepada investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera mempercepat
pemulihan ekonomi nasional.

Terlepas dari penilain perusahaan AT Kearney, sebenarnya banyak daya tarik
yang dapat dibuat pemerintah

%% Adig Suwandi, “Pelarian Modal, Mengapa Terjadi ?””, Kompas, 26 Desember 2001.
* Ibid
8 «Country Risk Indonesia Masih Tinggi”, Suara Pembaharuan, 24 Mei 2000.
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untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.®’ Namun beberapa kali
momentum ini lewat begitu saja akibat tingginya ketidakpastian resiko di Indonesia
yang berasal dari faktor internal. Pertikaian antar elit politik menjadi salah satu
pemicu instabilitas yang pada gilirannya mengganjal upaya- upaya recovery
ekonomi. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia.*

Karena alasan kekhawatiran menyangkut politik, lembaga pemeringkat
internasional Moody’s Investors Service mengatakan, tidak akan menaikkan
peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat deposito Bank Indonesia dalam
valuta asing.”

Dengan country risk yang sangat tinggi, maka banyak investor enggan datang
ke Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Dunia (ADB)64, menilai perekonomian
Indonesia masih berisiko dan bisa terancam oleh ruwetnya kemelut ekonomi dan
politik. Faktor lain yang menjadi penghambat, kegagalan mengatasi korupsi yang
mewabah serta memperbaiki transparansi dan efisiensi. Untuk restrukturisasi
ekonomi, ADB memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial politik yang tak
mendukung.

®! Ibid

%2 Ppande Radja Silalahi, “Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk”, Media
Indonesia, 9 Februari 2001.

63 «“Kenaikan Peringkat RI Terganjal Problem Politik”, Kompas, 7 Maret 2001.

% «Pemulihan Ekonomi Indonesia Terancam Kemelut Politik”, Kompas, 27 April 2000
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Meskipun Indonesia mendapat penilaian yang negatif dari IMF maupun ADB,
ada satu hal yang cukup menggembirakan dalam iklim investasi di Indonesia, yaitu
negara teluk akan meningkatkan investasi di Indonesia.” Upaya terobosan untuk
mengajak para investor dari negara-negara teluk dilakukan dengan mengadakan
pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi dari Arab saudi, Oman,
Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Iran serta Yaman.

Salah satu bentuk komitmen negara-negara teluk terlihat dari aspirasi yang
menginginkan dibentuknya semacam lembaga Invesment Fund (dana investasi)
untuk memicu percepatan investasi di Indonesia. Pembentukan invesment fund
merupakan sebuah komitmen politik dan sekaligus merupakan kemajuan dalam
dunia investasi

Untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga
syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang
dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanam modal asing mempunyai
kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan
investasinya.

Kedua, perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai
kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus
meliputi aspek substansi hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan

69 «“Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi — Sebagai Bukti Komitmennya Kepada
Indonesia”, Media Indonesia, 25 April 2000.
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peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan Pengadilan. Untuk menjamin
adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan
aparatur hukum yang professional dan bermoral serta didukung dengan adanya
budaya hukum masyarakat.

Ketiga, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing,
diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik vertikal
(antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).

Pada tahun 2009, sementara pengamat berpendapat, meski didukung sejumlah
faktor pendukung baik dari dalam dan luar negeri, sebenarnya ada satu faktor lagi
yang menjadi penentu cerah tidaknya perekonomian Indonesia ke depan. Faktor itu
adalah masalah pengelolaan persoalan politik dan hukum di Indonesia.

Chatib menyatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini, seperti persoalan
Bank Century dan Bibit-Chandra, jika dibiarkan terus berlarut dikhawatirkan akan
berdampak pada iklim investasi di Indonesia. “Seperti yang terjadi di Facebook
sejuta orang dalam seminggu. Berarti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Century juga
isunya bukan benar salah di sini. Nah, kalau itu membuat ketidakpastian, orang
bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah uang saya aman”, ujarnya.

Bila itu yang terjadi dan investor berpikir bahwa kondisi yang ada berisiko, ia
akan menarik uangnya. Bila itu terjadi, gambaran cerah terhadap perekonomian
Indonesia hanya akan
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menjadi impian. Hal itu diamini Edwin Sinaga. Kondisi ekonomi Indonesia tidak
mustahil bisa bergejolak jika persoalan yang ada tidak segera diselesaikan.”

3. Syarat kepastian hukum (legal certainty)

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun
luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut
berada dalam situasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi
diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya
yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk
mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (rule of law).

Presiden Direktur Grant Thormton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman
menyatakan, insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing
adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan
keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan g)eraturan dan kebijakan,
terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan.’® Banyak investor asing
masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih
memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara- negara tujuan investasi
yang lain. Investor tidak akan melihat

8 “Bkonomi Indonesia 2010 Lebih Cerah”, Media Indonesia, 7 Desember 2009.
% “Investor Butuh Jaminan Keamanan”, Media Indonesia, Mei 2001
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insentif pajak seperti tax holiday sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada
jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Managing Director Bayer (South East Asia) Pte Peter Glaessel,”” menilai
Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di
kawasan Asia Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan jumlah penduduk di atas 200
juta merupakan insentif yang menarik para investor. Untuk merespon peluang ini,
pemerintah perlu mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif
investasi yang selama ini tertutup bagi investor asing. Hasil survei United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia pada
urutan kedua terakhir dari 153 negara yang masuk dalam daftar indeks Foreign
Direct Investment (FDI).

Faktor accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta
memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat
penting dalam rangka menarik investor. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro
Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat
masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural
birokrasi, administrasi daerah, dan soal perbumhan.6

Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini
berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan
investor asing untuk

 Ibid
o8 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Investasi Minim akibat lima hal”, Bisnis Indonesia, 13 Juni
2002
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kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan “certainty’
(kepastian), “fairness” (keadilan), dan “efficiency” (efisien).

Daniel S.Lev® menyatakan bahwa negara hukum merupakan sine qua non,
karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan
ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan.Sejak pertengahan tahun 1998,
tidak ada pembaharuan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu
menjalankannya. Ketidakmauannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum
makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak
1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri
tanpa dikurungi tindakannya oleh pengadilan, kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi
dalam masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim, dan polisi kehilangan orientasinya
pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi.
Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.’® Strategi akan goyah jika,
umpamanya, pemerintah tidak menghormati kontrak-kontrak karya yang sudah ada.
Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

a. Aspek Substansi Hukum

% Daniel S. Lev, “Pemulihan Negara Hukum”, Tempo, 6 Januari
2002. " “Indonesia Takkan Ubah Kontrak Karya dengan PT Freeport”,
Suara Pembaharuan, 5 Maret 2000.
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Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu
terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini
disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan investor.

Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri mengganggu merupakan
bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif.
Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di
Indonesia.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)71 mengusulkan
agar prosedur penanaman modal dalam pelayanan satu atap untuk menghindari
dualisme. Bambang Sujagad72 menyatakan investasi asing akan sulit masuk ke
Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini
sejalan dengan ungkapan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno’”, menurutnya dalam
setahun implementasi otonomi daerah banyak terjadi konflik antar provinsi dengan
kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan penafsiran UU
No. 22 tahun 1999. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah diantaranya Pasal
11 ayat 2 yang memberikan kewenangan secara wajib kepada kabupaten/kota untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hal ini
bertentangan dengan Pasal
28 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang memberikan

"T“KKPOD : UU Investasi perlu layanan satu atap”, Bisnis Indonesia, 5 Juni 2002
7 Ibid
7 Ibid
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kewenangan kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan permohonan PMA.

Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah
menyangkut masalah perizinan. Perizinan merupakan faktor yang vital yang
menentukan apakah investor bersedia menanamkan modalnya atau tidak. Menurut
Deputi Menteri Negara Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Andung
Nitimihardja’* mengatakan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke
Indonesia relatif masih sulit, karena mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka mengkhawatirkan
pelaksanaan UU itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada
saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. Kekhawatiran yang lain, mereka
melihat dengan otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk
lain di daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pemilihan
pemerintah daerah yang dilaksanakan, seringkali tidak bisa berjalan dengan
sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas.

Untuk melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut untuk menyusun
dan menyempurnakan sejumlah Undang-undang yang terkait dengan pemulihan
ekonomi. Pada saat ini, Pemerintah bersama DPR sedang berusaha menyelesaikan
pembahasan sekitar 120 Rancangan Undang-

*“Persetujuan Investasi Mulai Naik”, Kompas, 27 Maret 2000
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Undang,” yang akan menjadi dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian
Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya, Undang-undang
tentang Penanaman Modal dalam rangka menciptakan iklim yang betul-betul
kondusif bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Para
pengusaha sangat membutuhkan ketertiban sehingga mereka tidak ragu dalam
melakukan kebijakan investasi.

Salah satu RUU yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah adalah RUU
tentang Investasi. Dalam RUU Investasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan
equal treatment dengan menghilangkan status PMA dan PMDN."® Semangat yang
terkandung dalam RUU Investasi adalah perlakuan yang sama (equal treatment),
keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap berbagai rintisan investasi.

b. Aparatur Hukum

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam menarik investor
atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi
badan judikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kualitas aparat hukum yang seringkali menyebabkan kerugian negara dan
menyebabkan apriori dari para investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola
ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang, seperti mobil

75 “Pemerintah Siapkan 120 RUU untuk benahi Perekonomian”, Kompas, 22 Desember
2001.

76 «Status PMA akan sama dengan PMDN?”, Bisnis Indonesia, 15 April 2002.
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mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan,
padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah.”’ Penyelundupan mobil mewah
bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi (pemotongan mobil
menjadi beberapa bagian).

Penelitian lain yang dilakukan oleh MCKinsey and Company mengenai
peringkat pelaksanaan good corporate governance yang melibatkan para investor di
Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa
Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan good corporate
governance.” Survei juga menunjukkan, lebih dari 75 responden menyatakan isu
mengenai pemerintahan lebih penting dari pada isu mengenai keuangan. Dalam
survei tersebut, juga tercermin sebenarnya para investor rata-rata setuju untuk
membayar 27 persen premium jika perusahaan- perusahaan Indonesia menerapkan
prinsip good corporate governance. Menurut pengamat pasar modal Dandosi
Matram”’, selama Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip good corporate
governance secara sungguh-sungguh, para investor asing tidak akan datang ke
Indonesia.

Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor
asing.*® Investasi yang sudah ada tidak akan lari

"7«“DPR Ancam Bekukan UU No. 10/1998”, Media Indonesia, 27 Maret 2000

8 «“Indonesia Terburuk dalam Good Corporate Governance”, Kompas, 25 Juni 2000.
" Ibid

80 <Clean Business Akan Datangkan Investor Asing”, Media Indonesia, 3 Maret 2000
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jika sistem usaha yang bersih (clean business) diterapkan. Menurut Ketua MPR
Amien Rais, kalau Indonesia jauh dari KKN, maka investor akan datang berduyun-
duyun ke Indonesia.

¢. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem
hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan
pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalah yag berkaitan dengan hukum.
Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan
melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dan adanya kepastian
tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum (legal culture) di Indonesia belum mampu
terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat
dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam.
Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para
pengusaha atau investor.

Berdasarkan hasil survei Transparency International, lembaga anti korupsigl,
menemukan fakta bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat
negara berkembang. Pada sisi lain, dalam laporan tersebut, para pengusaha asing
menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. Sebagai contohnya,
perusahaan Singapura mengeluh

8! “Uang Semir Tuan Asing buat Pamongpraja Forum Keadilan”, No.8, 9 Juni 2002
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karena menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil keputusan, sebelum
keterangan para tergugat didengar. Nasib yang sama, dihadapi juga perusahaan-
perusahaan asuransi asal Kanada, Manulife, Philp Hampden Smith. Kasus yang
sama juga menimpa, International Finance Corporation (IFC) sebuah anak
perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung,
upaya IFC menyelesaikan sengketa lewat pengadilan kandas.

Republika memberitakan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo
bersama dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong melawat ke Amerika
Serikat (AS) untuk mengokohkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Negeri
Paman Sam. Terdapat dua aspek yang menjadi sorotan dan prioritas bagi Pemerintah
Indonesia, yakni pengembangan dan ketahanan usaha kecil menengah (UKM) serta
pengembangan teknologi dan ekonomi digital.

Thomas mengatakan, kerja sama dalam bidang pengembangan UKM dan
pemanfaatan teknologi informatika dapat mendorong adanya sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Indonesia dan ASEAN. Dalam acara
Special ASEAN-US Summit ditekankan bahwa dukungan AS sangat penting bagi
ASEAN yang sedang berproses memasuki era integrasi ekonomi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Asia Tenggara sudah menerapkan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).
Kerja sama ini dinilai menjadi
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bentuk komitmen AS dalam mendorong integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun
ke depan.

“Presiden Jokowi telah meminta dukungan kepada Presiden Obama untuk
mewujudkan visi tersebut, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat,” ujar Thomas,
beberapa waktu lalu.

Thomas menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah
reformasi agar semakin kompetitif dan menarik bagi investor. Selain itu, pada 2020
pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pengguna ekonomi digital terbesar
dan siap mencetak seribu technopreneurs.

Dengan adanya ekonomi digital di ASEAN, secara signifikan dapat
meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global. Pertumbuhan ekonomi ASEAN,
khususnya Indonesia, pada 2015 mencapai 4,8 persen dan berada di atas
pertumbuhan ekonomi dunia.

Fakta ini menjadi indikator positif bagi para investor AS untuk memainkan
perannya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Indikator
positif ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS yang telah menunjukkan
perbaikan.

“ASEAN telah menunjukkan ketahanannya terhadap gejolak ekonomi global
dan telah menjadi satu komunitas ekonomi tunggal sehingga para investor AS tidak
perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia ataupun negara ASEAN lainnya,” kata
Thomas.
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Salah satu langkah untuk mewujudkan ekonomi digital di ASEAN, yakni
adanya kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam sebesar
10 miliar dolar AS pada 2018. Menurut Thomas, Vietnam tertarik untuk berinvestasi
di bidang pertanian serta minyak dan gas (migas).

Kedua negara juga sepakat untuk menangani ilegal fishing, penentuan batas
maritim, serta konflik Laut Cina Selatan. Thomas mengatakan, seluruh kepala
negara ASEAN sepakat akan melanjutkan reformasi kebijakan perdagangan dan
investasi di kawasan.

Hal ini akan menarik bagi investor asing karena ASEAN menjadi kawasan
yang makin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Menurut Thomas, salah
satu kata kunci menuju pertumbuhan integrasi ekonomi ASEAN adalah melalui
revolusi pola pikir.

Dalam hal ini, pelaku usaha harus memiliki visi keterbukaan dan kompetisi di
era ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital. “Dengan terus
melakukan perbaikan dan reformasi, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang baik melalui pemanfaatan kekuatan demografi dan
kekayaan budaya,” ujar Thomas.

Tak hanya itu, menurut Thomas, untuk mewujudkan kekuatan ekonomi
digital, negara-negara ASEAN harus meningkatkan inovasi. Thomas mengatakan,
wilayah Silicon Valley dapat menjadi salah satu contoh kota yang memiliki
kemajuan berbasis inovasi dan teknologi.
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Wilayah tersebut dapat menjadi cermin bagi ASEAN jika ingin mewujudkan
ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan perekonomian
di kawasan. Thomas menjelaskan, Silicon Valey merupakan kota unik yang
memiliki tiga hal penting, yakni research, unique mindset, dan unique ecosystem.

Hampir semua perusahaan di wilayah tersebut berbasis software and computer
science, go global, dan besifat risk- taking. Thomas mencontohkan, salah satu
perusahaan di wilayah tersebut, yakni Silver Spring Networks telah mampu
menawarkan smart energy platform yang memodernisasi infrastruktur jaringan
listrik menjadi jaringan pintar untuk meningkatkan efisiensi energi.

Perusahaan lainnya, yaitu Andreessen-Horowitz, bergerak di bidang modal
ventura yang memiliki spesialisasi dalam memfasilitasi serta membantu pelaku
usaha dalam mempercepat pencapaian targetnya untuk mengembangkan produk
inovasi, bisnis, dan membangun brand atau merek. Selain itu, lanjut Thomas,
Google juga akan memperkenalkan inovasi produk baru salah satunya, yakni Loon
Internet yang dapat menyediakan jaringan internet bagi masyarakat di daerah
terpencil, miskin, dan baru terkena bencana.

“Sistem Loon Internet seperti balon internet yang bergerak mengikuti arah
angin, namun tetap dalam kontrol. Produk ini rencananya akan diuji coba di
Indonesia pada Maret 2016,” kata Thomas.
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Produk lainnya yang juga sudah mulai digunakan di Indonesia dan ditawarkan
ke ASEAN dalam rangka membangun ekonomi digital, yakni mobile internet
economy. Thomas menegaskan, Indonesia harus siap berkompetisi agar dapat
mewujudkan cita-cita sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Upaya tersebut akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.

“Sillicon Valey harus menjadi dorongan bagi ASEAN secara umum dan
Indonesia secara khusus untuk segera mengubah mindset, terus berpikir inovatif, dan
tanpa takut gagal,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, langkah awal untuk mewujudkan cita- cita tersebut, yakni
melalui reformasi kebijakan perekonomian Indonesia agar semakin kompetitif dan
mendatangkan banyak investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
memberikan layanan izin investasi tiga jam dan terintegrasi dalam sistem perizinan
satu pintu.

Layanan investasi ini berlaku untuk investasi senilai minimal Rp 100 miliar
dan/atau menyerap tenaga kerja minimal seribu orang. Selain itu, pada 2017
Pemerintah Indonesia juga akan mendirikan Badan Promosi Indonesia yang
menggabungkan seluruh kegiatan promosi di 17 kementerian.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik investor makanan di
AS agar mau berinvestasi ke Indonesia. Beberapa perusahaan makanan asal Negeri
Paman Sam tersebut
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telah menyatakan akan membuka pabrik di wilayah Indonesia bagian timur.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, bidang usaha yang diminati oleh
investor AS, yakni pengolahan seafood dan daging. Menurutnya, selama ini mereka
mengimpor produk- produk seafood asal Indonesia ke Amerika Serikat.

“Dengan adanya kebijakan DNI untuk bidang usaha cold storage, diharapkan
investor Amerika Serikat tersebut dapat masuk ke Indonesia dan melakukan
investasi di bidang hilir hasil laut,” ujar Franky.

Franky menambahkan, nilai positif dari minat investasi ini, yakni adanya
rencana lokasi investasi di wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, hal tersebut
sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni mendorong pemerataan investasi dan
pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Franky mengatakan, sinyal baik telah ditunjukkan oleh investor Amerika
Serikat tersebut melalui beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mematangkan
rencana investasinya.

“Perusahaan menyampaikan concern-nya di bidang regulasi, kepemilikan
lahan, serta ekspor,” kata Franky.

Selain itu, menurut Franky, salah satu perusahaan kelistrikan ternama Amerika
Serikat juga telah menyampaikan minat untuk membangun software monitoring
center di Indonesia. Software monitoring center ini akan berfungsi untuk melakukan
digitalisasi pembangkit listrik hingga 10 GW. Hal ini merupakan proyek yang sangat
strategis dan sejalan dengan
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keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian
digital di ASEAN.

Franky mengatakan, pembangunan digital power plant tersebut rencananya
akan membutuhkan banyak engineer dan menjadi salah satu pusat digital center
terbesar yang dibangun di luar AS. Menurutnya, investor yang berminat untuk
membangun tersebut telah memiliki entitas perusahaan di Indonesia. Dengan
demikian, komunikasi yang telah dilakukan di AS nantinya akan ditindaklanjuti
dengan perwakilan di Indonesia.

“Apalagi, pemerintah telah mencanangkan untuk membangun infrastruktur
pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW,” ujar Franky.

Franky menjelaskan, digitalisasi pembangkit listrik tersebut akan membuat
fungsi pembangkit listrik seperti baterai lebih efisien dan dapat menghemat biaya
sampai triliunan rupiah. Dalam situs perusahaan disebutkan, perusahaan telah
mengerjakan proyek digital wind farm dengan nilai penghematan mencapai 100 juta
dolar AS.

Perusahaan AS tersebut telah menyampaikan beberapa perkembangan bisnis
di Indonesia, termasuk perkembangan kerja sama dengan BUMN kereta api ataupun
BUMN kelistrikan.

“BKPM akan terus mengawal minat-minat investasi dari Amerika Serikat ini
untuk segera direalisasikan,” kata Franky.79

Dalam pada itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung rencana
Kementerian Dalam Negeri mencabut

" ASEAN-AS EKONOMI DIGITAL, Republika, 29 Februari 2017.

102



sekitar 3.000 peraturan daerah (perda) yang dianggap menghambat investasi di
Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengatakan, perda
yang dicabut tentu telah melalui kajian dan dianggap mempersulit proses penanaman
investasi di daerah.

Hasban menyakini, perda yang dicabut Kemendagri tentu yang dianggap
merugikan pelayanan. “Kita welcome saja, silahkan saja direvisi, tentu nanti kita
revisi, duduk bersama legislatif untuk merevisinya, setelah itu dicabut oleh menteri,”
kata Hasban di Medan.

Hasban mengakui, ada sejumlah perda di Sumut yang menghambat proses
penanaman investasi. Salah satunya, yakni perda yang mengatur dan membuat
proses birokrasi menjadi panjang dan ruwet. “Bisa saja, ada birokrasi yang terlalu
panjang. Nanti kita pendekkan, permudah prosesnya, lebih transparan, lebih
akuntabel,” ujarnya.

Ia pun mengaku belum mendapatkan jumlah perda di Sumut yang dianggap
menghambat investasi. Meski begitu, Hasban kembali memastikan pihaknya tidak
akan mempermasalahkan pencabutan perda tersebut.

“Kita belum dapat secara resminya sekarang, berapa jumlah perdanya, dan
perda apa saja. Seandainya ada perda yang akan dicabut, ya kita cabut,” kata
Hasban.

Pihaknya pun, kata Hasban, akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait untuk membahas hal ini. “Saya kira mulai dari sekarang kita akan
berkoordinasi ke pusat dulu, perda
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mana saja yang mereka evaluasi dan anggap perlu diganti, nanti baru hasilnya
dibawa ke DPRD. Segera,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, terdapat 3.226
peraturan daerah (perda) di Indonesia. Banyaknya peraturan ini juga berdampak
pada perizinan dan menghambat investasi yang ingin masuk ke daerah.

Ekonom dari Centre of Reform on Economic (CORE) Akhmad Akbar
Susamto mengatakan, ribuan perda yang ada di daerah ini memang tidak semuanya
tepat, bahkan ada perda yang dibuat seenaknya. Hal ini terjadi karena euforia pejabat
lokal, baik eksekutif maupun legislatif, setelah mempunyai otonomi daerah.

“Saya memahami langkah pemerintah untuk meminimalisi peraturan daerah.
Keinginan ini pun sebenarnya sudah lama didengungkan oleh pemerintahan
sebelumnya. Artinya, pemangkasan perda memang perlu,” ujar Akhmad. Menurut
Akhmad, jika pemerintah ingin menghilangkan sejumlah peraturan yang ada di
daerah, bisa melalui Kemendagri yang secara structural langsung membawahi
Gubernur maupun Wali Kota/Bupati.

Dengan arahan untuk mempermudah perizinan, Kemendagri bisa
menginstruksikan pemda dalam menghilangkan perizinan yang sudah tidak layak
dijalankan. “Di antaranya, poin-poin masalah dalam perda adalah peungutan-
pungutan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Aturan ini bisa
mempersulit dunia usaha,” papar Akhmad.
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Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, saat ini perizinan
telah menjadi komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintaha,
khususnya pemerintah di daerah. Sebab, dari perizinan ini pasti akan ada dana
terselubung yang masuk ke sejumlah oknum. “Mereka (oknum) pasti tidak ingin
menghilangkannya (perizinan) karena bisa jadi uang,” ujar Agus.

Agus menerangkan, perizinan di daerah, khususnya izin berinvestasi untuk
mendirikan industri, pasti akan banyak. Mulai dari izin masyarakat hingga lainnya
yang jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan. “Kemarin sempat muncul ada
investor mau bangun industri pangan, tapi dia harus menyelesaikan 200 izin. Ini kan
sangat menghambat,” lanjut Agus.

Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi melalui
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang cukup baik. Karena, bisa
memudahkan investor untuk masuk dan memulai usaha mereka.

Meski demikian, izin-izin yang ada di pemerintahan daerah tetap harus
dipersempit. Karena, masih banyak regulasi yang tidak sesuai.*

Sementara itu Media Memberitakan, pekan lalu Sinarmas dan Compania
Espanola de Petroleos (Cepsa) meresmikan pabrik oleokimia yang mereka bangun di
Dumai, Riau. Dengan investasi 300 juta euro, pabrik dengan kapasitas 160 ribu
metrik

% pencabutan Perda Hambat Investasi Didukung, Republika, 2 April
2016.
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ton memberi nilai tambah lebih dari produk minyak kelapa sawit kita.

Kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia. Dengan produksi
minyak kelapa sawit mencapai 36 juta ton, Indonesia menguasai 60% produk dunia.
Nilai ekspornya mencapai 12,32% dari total ekspor Indonesia.

Tidak salah apabila pemerintah memberikan perhatian kepada komoditas ini.
Bahkan pemerintah harus mendorong karena hampir 10% warga bangsa ini hidup
dengan bergantung pada kelapa sawit.

Banyak negara di Eropa dan Amerika menyerang produk kelapa sawit karena
dianggap merusak lingkungan. Namun, sebenarnya tuduhan itu lebih disebabkan
produktivitas tanaman kelapa sawit yang jauh lebih tinggi daripada tanaman yang
mereka miliki seperti kedelai, jagung, atau bunga matahari. Mereka pun tetap
membutuhkannya karena minyak kelapa sawit bisa dibuat bahan bakar nabati atau
oleokimia untuk produk kosmetik, sabun, dan industri perminyakan.

Tantangan kita ialah bagaimana membangun industri turunan agar nilai
tambah dari produk kelapa sawit bisa lebih kita nikmati. Kita tidak boleh puas hanya
menjadi produsen minyak kelapa sawit, tetapi harus menguasai sampai ke hilir
karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Hanya, memang investasi tidaklah murah. Menurut Presiden Direktur Golden
Agri Resources Franky Widjaja, dengan investasi sekitar Rp4,5 triliun untuk
produksi 160 ribu metrik ton, berarti investasi per metrik ton mencapai Rp28 juta.
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Modal kerja yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan oleokimia yang diharapkan
pun belum dihitung.

Biaya ini akan semakin mahal kalau dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja
yang bisa terserap. Dengan 300 tenaga kerja yang secara langsung bisa ditampung di
pabrik, artinya investasi per tenaga kerja mencapai 1 juta euro atau sekitar Rpl15
miliar.

Saat meresmikan pabrik oleokimia itu, Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menyampaikan, dari 1,3 juta lulusan sekolah menengah atas, ada sekitar
600 ribu orang yang harus masuk ke angkatan kerja. Kalau satu lapangan kerja
membutuhkan investasi Rp15 miliar, berarti setiap tahun dibutuhkan investasi baru
sebesar Rp9.000 triliun.

Dengan anggaran pembangunan pemerintah yang hanya sekitar Rp300 triliun,
berarti Rp8.700 triliun harus datang dari dunia usaha dan badan usaha milik negara.
Inilah yang membuat kita harus sadar tentang pentingnya peran dunia usaha dalam
pembangunan. Pengusaha jangan hanya dilihat sebagai pihak yang sekadar mencari
untung. Mereka juga penyedia lapangan kerja.

Untuk itulah kita harus membuat pengusaha betah dan mau terus menanamkan
modalnya. Seberapa pun besarnya investasi yang mereka lakukan, pengusaha itu
berjasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Itulah tanggung jawab yang
sebenarnya melekat pada negara, yakni menyediakan lapangan kerja bagi seluruh
warga.

Yang dibutuhkan pengusaha untuk menanamkan modalnya ialah kepastian.
Berikan aturan main yang jelas dan
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berikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya, maka
mereka akan bisa mencari jalan untuk membuat semuanya menjadi feasible.

Sekarang ini minat untuk berinvestasi meredup karena pemerintah tidak
memberikan kejelasan bagi pengusaha untuk mengoptimalkan peluang yang ada.
Pengusaha dihadapkan pada berbagai kesulitan mulai urusan pengadaan lahan,
perizinan, tenaga kerja, infrastruktur, hingga urusan perpajakan.

Perjuangan seperti yang dilakukan Sinarmas untuk mengundang Cepsa mau
menanamkan modal mereka tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu lima tahun untuk
membuat perusahaan minyak dan gas dari Spanyol itu mau menanamkan modal
mereka di Indonesia.

Cepsa baru pertama kali menanamkan modal di Indonesia. CEO Cepsa Pedro
Miro mengaku puas dengan kerja sama selama ini. Kerja keras dan komitmen yang
dilakukan Sinarmas untuk merealisasikan proyek pertama mereka merupakan modal
untuk bisa berhasil.

Kita berharap para pejabat baik di pusat maupun di daerah konsisten
memberikan kemudahan berusaha. Kita jangan terlalu curiga kepada pengusaha,
apalagi bersikap xenofobia. Kita justru harus senang apabila pengusaha
mendapatkan untung ketika berbisnis di Indonesia karena dengan itu mereka akan
menambah investasi dan otomatis menambah juga lapangan kerja.81

® Mahalnya Investasi, Media Indonesia, 20 September 2017.
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Indonesia sudah memancang cita-cita menjadi “poros maritim dunia” dengan
memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Upaya merealisasikan keinginan tersebut
jelas bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan investasi sangat besar. Kebutuhan
investasi tersebut dinilai dapat dapat dipenuhi antara lain melalui kerja sama dan
mengundang investor dari negara lain.

Pandangan itulah yang mencuat dalam diskusi focus group discussion (FGD)
bertema ‘“Kemitraan Strategis Daerah dan Luar Negeri dalam Memperkuat
Diplomasi Ekonomi RI dan Pembangunan Daerah”. Dalam diskusi tersebut hadir
pula sejumlah perwakilan negara lain, seperti Duta Besar Arab Saudi Osama
Shuaibi, lengkap dengan kafiyeh dan gamis putihnya. Hadir pula Wakil Dubes
Brazil Ruben Amaral, perwakilan dari Kedubes Korea Selatan, Roh Jung Ju dan Nah
Ho Seong, Jessy N perwakilan Kedubes India, serta perwakilan dari Kanada dan
United Nation Development Program (UNDP). Sedangkan dari BKSP DPD hadir
antara lain Abu Bakar Jamalia (Jambi), Prof. Dr. Farouk Muhammad (NTB),
Adrianus Garu SE, Msi. (NTT), Drs. H. M. Sofwat Hadi SH (Kalsel), Drs. A. D.
Khaly (Gorontalo), Drs. Abdurahman Lahabato (Maluku Utara), dan Chaidir Djafar,
SE, Msi (Papua Barat).

Gelaran diskusi yang digagas Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI itu memang bertujuan mengenalkan sekaligus
mempromosikan peluang- peluang investasi kemaritiman, terutama di daerah, ke
negara- negara sahabat. Apalagi sejumlah negara yang perwakilannya
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hadir dalam diskusi tersebut memang sudah menyatakan minatnya berinvestasi di
Indonesia.

“Sebagai anggota dewan, kami hanya melakukan apa yang sudah digariskan
undang-undang. Tugas kami adalah memperkenalkan daerah asal kami pada dunia
luar agar daerah kami mendapat kucuran investasi juga untuk maju bersama,” begitu
pernyataan GKR Ayu Koes Indriyah, Wakil Ketua BKSP DPD RI, saat membuka
gelaran diskusi itu pertengahan September lalu, di ruang rapat GBHN Gedung
Nusantara V, Gedung DPD/DPR RI, Jakarta.

Intinya, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu,
sejalan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI seperti yang diamanatkan UU
No. 17 Tahun 2014, sudah menjadi kewajiban DPD RI melalui alat kelengkapan
BKSP untuk turut membangun daerah asal pemilihan. Diskusi FGD, expert meeting,
termasuk kunjungan kerja ke daerah- daerah bukan saja penting dilakukan untuk
memenuhi keinginan sejumlah besar masyarakat Indonesia agar terjadi double-check
dalam proses legislasi dalam struktur parlemen di Indonesia, tapi juga mengontrol
pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya secara baik dan
terukur. Sehingga, representasi kepentingan saluran masyarakat daerah pada
gilirannya bisa terwujud. “Kehadiran DPD RI juga merupakan awal yang baik dalam
fungsi kontrol kebijakan di Indonesia,” kata Dr. Maimanah Umar, MA, anggota
dewan dari daerah pemilihan Riau.
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Berbekal tugas dan fungsi berdasar undang-undang itulah, terasa sangat
antusias mengenalkan sekaligus mempromosikan potensi investasi kemaritiman di
daerah masing-masing pada seluruh perwakilan negara sahabat. Keinginan menjalin
kerja sama dengan banyak negara untuk mengembangkan potensi ekonomi
kemaritiman daerah terus bermunculan. Hanya saja, sampai saat ini, keinginan
menjalin kerja sama itu belum benar- benar bisa terpenuhi lantaran belum adanya
payung hukum terkait hubungan langsung daerah dengan terkait hubungan langsung
daerah dengan dunia internasional.

Menurut Kurniawan Ariadi, Direktur Pendanaan Bappenas, salah satu
pembicara dalam diskusi, harus ada payung hukum dulu yang membawahi
kerjasama internasional dengan daerah agar daerah tidak harus selalu bolak-balik ke
Jakarta dalam melaksanakan kerjasama tersebut. “Jika payung hukumnya sudah ada,
masing-masing daerah jadi lebih leluasa lagi bergerak mencari investasi, jelas
Kurniawan.

Masih terkait investasi, daerah tidak hanya menghadapi tantangan belum
adanya payung hukum terkait hubungan langsung daerah dan dunia internasional,
tapi juga masih harus menghadapi kendala birokrasi perizinan investasi. Soal ini,
Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
(BKPM), Husen Maulana, dalam kesempatan sama, menyampaikan pemerintah
sudah mempermudah proses investasi dunia internasional di daerah dengan
menerapkan birokrasi satu pintu. “BKPM akan terus meningkatkan koordinasi
dengan daerah agar data daerah bisa diserap dan
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dibaca dengan mudah oleh pusat. Formulir yang beredar di daerah akan dibuat sama
dengan yang beredar di pusat,” janji Husen.

Mendengar paparan Husen, Ketua BKSP DPD RI, Drs. Bahar Ngitung MBA,
menyambut gembira. Kata dia, kerja keras pusat untuk merevilitasi proses investasi
internasional di daerah sangat mendesak dilakukan agar broker-broker investasi
yang selama ini berkeliaran di daerah dan pusat bisa terpangkas dengan sistematis.
“Ke depan, broker-broker investasi itu hendaknya menjadi perhatian pemerintah,”
tandas anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu.

Di masa mendatang, kata Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya, anggota dewan dari
Bali yang menjadi moderator FGD tersebut, meningkatkan daya saing daerah jelas
sudah sangat mendesak dan sengat diperlukan. Pasalnya desentralisasi dan otonomi
daerah yang dilaksanakan berbarengan dengan tantangan globalisasi. Itu berarti
daerah-daerah di Indonesia bukan hanya bersaing dengan dunia internasional, tetapi
juga bersaing antar daerah di Indonesia dengan daerah di luar negeri dalam produk
unggulan. “Cara-cara lama seperti masih banyaknya broker investasi yang
menghambat seperti itu mestinya memang tak boleh ada lagi,” jelasnya.

Upaya membangun trust pada investor asing dan menjaga stabilitas politik dan
keamanan negara menjadi salah satu cara untuk mempertahankan investasi. Apalagi,
beragam data statistic mengindikasikan terjadinya pertumbuhan investasi dan
perkembangan positif ekonomi maritim. April lalu, Kepala
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BKPM Thomas Lembong menyebutkan menyebutkan portfolio investasi
kemaritiman cukup signifikan. “Dari totalitas investasi nasional, portfolio maritim
bisa menjaga stabilitas iklim investasi. Setidaknya terkait payung hukum hubungan
langlung daerah dan internasional serta proses perizinan investasi. Sehingga cita-cita
menjadi “Poros Maritim Dunia” tak menjadi sekadar angan-angan.®*

Semntara itu, seiring langkah pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan
ekonomi hingga jilid 16, investor masih menghadapi sejumlah kendala.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih
Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di
Indonesia.

Tom, sapaan akrab Thomas, mengatakan keluhan utama para investor ialah
regulasi yang kerap berubah.

“Keluhan nomor satu semua investor ialah regulasi. Ada sekitar 43 ribu
peraturan mulai peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga,
hingga peraturan daerah yang memberatkan pengusaha sebab peraturan itu tumpang-
tindih satu sama lain,” kata Tom dalam diskusi Investment Outlook bertema Clean
area for Indonesian growth and sustainability yang digelar Media Group di Jakarta,
kemarin.

Keluhan lain, imbuhnya, soal pajak, izin kerja, pengurusan lahan, dan
infrastruktur. Namun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan iklim
investasi di Indonesia semakin bertumbuh dengan industri dan tingkat konsumsi.

%2 Menunggu Payung Hukum Investasi, Republika, 5 Oktober 2017
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Karena itu, kata dia, pengembangan kawasan industri di Indonesia diarahkan
terintegrasi. Langkah itu diyakini akan menciptakan efisiensi dan aneka manfaat dari
hulu ke hilir.

Airlangga mengatakan 30% kegiatan ekonomi di Indonesia berasal dari
industri. “Ekspor 80% dari industri sehingga industri menjadi penting.”

Akan tetapi, sambungnya, yang menjadi persoalan selama ini dalam
perindustrian ialah efisiensi. “Produksi industri dimulai tidak hanya dari pabrik, tapi
juga dari desain rekayasa engineering.”™

Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar memperkuat struktur
industri dalam negeri sebelum memutuskan untuk melakukan liberalisasi di semua
sektor.

“Jangan terlampau liberal kalau memang belum mampu bersaing, jadi agak
tertutup dulu kemudian memperkuat diri, dan strategi memperkuat industri sendiri
untuk disiapkan agar mampu bersaing,” ujar mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie
dalam satu diskusi di Jakarta.

Sebelumnya para pemimpin APEC di Bali sepakat berupaya mencapai
perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada 2020 yang
diiringi denganprinsip-rinsip pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan yang berkelanjutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya juga menyatakan
pentingnya upaya global untuk menghambat

83 Regulasi Masih Jadi Momok Bagi Investor, Media Indonesia, 10 Oktober 2017.
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langkah-langkah proteksionisme melalui mekanisme sistem multilateral dalam
World Trade Organization (WTO).

Menurut Kwik, era Orde Baru banyak kebijakan perindustrian salah satunya
mobil maupun televisi rakitan (completely knocked down) karena belum bisa
membuat sendiri. Namun paling tidak sudah ada skill dalam rangka memperkuat diri
sebelum terjun dalam persaingan sesungguhnya.

Begitu juga dengan kebijakan deletion program yang mengatur
diperbolehkannya impor barang tertentu, tetapi setelah 2 tahun atau 3 tahun
dihentikan. Setapak demi setapak produk yang selama ini impor harus menjadi
bikinan sendiri.

“Jadi di situ tidak awur-awuran ketika buatan Indonesia ada, terus yang lain
dilarang, tetapi kita memilih betul-betul produk-produk yang bisa bersaing di mana-
mana, dari situ baru bisa dibuka (perdagangan liberal)”.

Dalam diskusi tersebut, Kwik juga menyoroti soal Indonesia sedang memoles
diri agar investor asing masuk ke dalam negeri. Ketika investor masuk akan
melambung nilai produk domestik bruto (PDB) karena biasanya perusahaan
tambang asing membukukan neraca laba rugi mentereng.

Padahal, lanjut Kwik, pencatatan statistik tersebut menyesatkan publik
lantaran pencatatan PDB yang dihasilkan investor asing selalu dibangga-banggakan.
Sebaiknya PDB dianalisis terhadap potensi yang masuk ke Indonesia serta yang
dikantongi korporasi asing agar dihasilkan nilai PDB rill.

Dia menekankan semua negara memang telah membuka keran bagi investor
asing, tetapi tetap saja perlu dihitung baik
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buruk dampaknya. Apabila kemudian pembukaan keran itu tidak sesuai dengan
harapan, keran itu bisa ditutup dengan menggunakan perusahaan BUMN.

“Modal asing masuk memberi lapangan pekerjaan itu oke. Tapi ada
hitungannya. Jangan terus dibangga-banggakan. Kalau misalnya terbukti dampaknya
lebih buruk, tutup saja kerannya, diganti BUMN. Kalau perlu, BUMN merugi untuk
mempertahankan daya saing perusahaan dalam negeri.”

Kwik mencontohkan Jepang yang meski dikenal sebagai negara liberal tetap
saja melakukan proteksi, bahkan dengan berbagai cara. Termasuk misalnya
menahan barang impor di pelabuhan dengan alasan yang dibuat-buat agar barang
tersebut tidak masuk ke pasar domestiknya.

Dalam perkembangan lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak
pemerintah agar mempercepat penyelesaian program peningkatan konektivitas
Indonesia, terutama perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar.

“Kita fokus Tanjung Priok dulu, karena sudah mendesak di gunakan.
Pelabuhan Cilamaya sebaiknya diprogramkan setelah Tanjung Priok selesai,” ujar
Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan
Bulog.

Menurutnya, penguatan konektivitas rantai pasokan barang dan jasa dinilai
sangat tepat untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah
bersama swasta dan perusahaan BUMN, dapat menerapkan program konektivitas
tersebut pada 2 tahun mendatang.
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Di sisi lain, lanjutnya, saat ini Indonesia tengah membutuhkan konektivitas
yang memadai untuk menggerakkan perekonomian daerah, antara satu pulau dan
pulau lainnya.

Oleh karena itu, dia berharap program konektivitas dapat menunjang
pelayaran jarak dekat (sea short shipping).**

Dalam pada itu, Kompas memberitakan, Indonesia meyakinkan para investor
dan pemimpin perusahaan yang dijumpai di Davos, Swiss. Mereka diyakinkan
bahwa siapa pun presiden Indonesia hasil Pemilihan Umum 2014 tetap harus
mengambil kebijakan menarik dan menjaga investasi.

“Hal itu karena investasi mutlak diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,”
kata Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri menjawab pertanyaan para
investor dan pemimpin perusahaan yang dijumpai dalam Forum Ekonomi Dunia
(WEF) di Davos, Swiss, 23-25 Januari.

Acara tahunan ini dihadiri para pemimpin dan pejabat pemerintahan, investor,
bankir, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat buruh dari seluruh
dunia.

Indonesia pada acara semi-informal ini diwakili Menkeu, Menteri
Perdagangan Gita Wirjaman, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka
Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Gubernur Bank Indonesia Agus
DW Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra
Siregar. Pebisnis dan bankir Indonesia juga hadir di Davos. Chatib Basri dan
Mahendra sampai hari Jumat (24/1) masih bertemu dengan sejumlah investor dan
pebisnis di Davos.

8 L iberalisasi Butuh Strategi, Bisnis Indonesia, 11 Oktober 2013.

117



Chatib, dalam jumpa wartawan, termasuk wartawan Kompas, Pieter P Gero,
hari Kamis malam waktu Davos atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, kepada
investor dan pebisnis yang bertanya soal pemilu di Indonesia dijelaskan bakal ada
pergantian presiden dan anggota parlemen pada tahun 2014. Namun mereka diyakini
bahwa kebijakan investasi tidak akan berubah.

“Siapa pun yang menjadi presiden nanti, agar bisa bertahan, dia harus bisa
menciptakan lapangan kerja. Untuk itu perlu ada pertumbuhan ekonomi 7 persen per
tahun,” ujar Chatib. Tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi sekitar 8
persen.

Untuk mencapai pertubuhan ekonomi sebesar 6-7 persen, ujar Chatib, perlu
ada penanaman modal asing (PMA) yang berkesinambungan. PMA perlu mencapai
40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Saat ini baru sekitar 33 persen
(terhadap PDB),” ujar Chatib.

Mahendra menambahkan, para investor dan pebisnis dunia diyakinkan bahwa
proses transisi pemerintahan di Indonesia sudah berjalan baik. Hal itu mengingat
beberapa pemilu presiden — wakil presiden dan pemilu legislatif berjalan baik dan
lancar.

“Di Indonesia, transisi pemerintahan paling hanya menyangkut presiden dan
kabinet yang hanya melibatkan 33 orang. Berbeda, misalnya, dengan di negara lain
yang proses transisinya melibatkan ribuan pejabat di sejumlah kantor
pemerintahan,” ujar Mahendra.
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Lagi pula, kata Mahendra, kini ada Rencana Pembangunan Lima Tahun
Jangka Menengah. Struktur pemerintahan di Indonesia adalah politikus, teknokrat,
dan professional. Jadi, mereka akan fokus pada keberlanjutan dari proses transisi
yang mantap, termasuk dalam kepastian berinvestasi di Indonesia.

Mari Elka Pangestu dalam jumpa wartawan di Davos, Swiss, hari Kamis
malam atau Jumat dini hari WIB, menegaskan, WEF yang dihadiri ribuan peserta itu
terdiri dari pejabat pemerintahan, investor, pimpinan perusahaan, dan organisasi
kemasyarakatan dari seluruh dunia, sangat tepat sebagai forum untuk menjelaskan
potensi pariwisata Indonesia.

“Kita memiliki kekayaan kuliner serta music kontemporer dan tradisional.
Sungguh luar biasa,” ujar Mari. Jumpa wartawan dilakukan sebelum digelar
Indonesia Night di Davos. Acara itu menyajikan tari Bali, sejumlah makanan, seperti
nasi goreng dan rending, serta sejumlah lagu daerah.

Malam budaya, yang diwarnai pemberian selendang tenun asal Nusa Tenggara
Timur, itu dihadiri lebih dari 500 tamu undangan, termasuk chief executive officer
dan pendiri WEF Klaus Schwab. “Luar biasa dan saya sangat menikmati
makanannya,” ujar Klaus. Indonesia Night sudah diadakan sejak tahun 2011.

Menurut Mari, WEF penting untuk menjalin jaringan dengan banyak orang
guna menyampaikan potensi pariwisata, termasuk potensi investasi dan bisnis.
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“Sekalipun tidak membuat janji, di sini kita bisa secara informal bertemu
dengan semua orang dari kalangan pariwisata dan biro perjalanan secara informal,”
ujar Mari.®

Sementara itu, iklim investasi di Indonesia pada 2016 diproyeksikan membaik,
yang mengacu pada langkah pemerintah. Namun, masih banyak indikator iklim
investasi yang membenahi. Saat ini Indonesia ada di peringkat ke-109 dari 189
negara, dalam kemudahan berbisnis.

Hasil survei Kemudahan Berbisnis 2016 yang diliris Bank Dunia
menunjukkan, Indonesia masih memiliki peluang karena ada di urutan ketiga dalam
reformasi perizinan usaha. Kemudahan berbisnis merupakan kajian tahunan tahunan
Bank Dunia yang mengukur kualitas kebijakan dan efesiensi kebijakan berbisnis
untuk merekam realitas di lapangan secara lebih baik.

Survei, pengumpulan data, dan wawancara terhadap responden untuk
Kemudahan Berbisnis 2016 dilakukan pada 2 Juni 2014-1 Juni 2015. Sumber utama
survei adalah regulasi dan kebijakan, profesional sebagai responden, dan
pemerintah.

Tahun lalu, Indonesia ada di urutan ke-120 pada Kemudahan Berbisnis 2015.

Namun, dari 10 indikator, 5 diantaranya justru merosot. Indikator yang
merosot paling tajam adalah memulai bisnis, dari peringkat ke-163 pada 2015
menjadi ke-173 pada 2016. Indikator lain yang anjlok adalah mendapatkan akses
listrik, melindungi investor minoritas, perdagangan lintas perbatasan

8 Investasi Tetap Perlu, Kompas, 25 Januari 2014.
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wilyah, dan penyelesaian utang. Indikator yang naik peringkatnya meliputi
pembayaran pajak, pengurusan izin mendirikan bangunan, dan mendpatkan kredit.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Tamba Hutapea dalam jumpa pers di Jakarta, menyatakan, kenaikan
peringkat belum mencerminkan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebab,
kebijakan pemerintah yang diterbitkan atau efektif setelah periode penilaian tidak
terekam.

Oleh sebab itu, Tamba optimistis peringkat Indonesia akan terus membaik
pada 2017.

Direktur Deregulasi Investasi BKPM Yuliot menyebutkan, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan
Indonesia naik ke peringkat dua angka pada 2017. Dengan pencapaian pada
Kemudahan Bisnis 2016, ia yakin target itu akan tercapai.

“Untuk mencapai target, pemerintah akan fokus memperbaiki indikator yang
peringkatnya masih di bawah 100,” kata Yuliot.

Dalam Kemudahan Bisnis 2016, enam dari 11 indikator ada di bawah
peringkat 100. Indikator itu meliputi memulai bisnis, izin mendirikan bangunan,
mendaftarkan properti, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan wilayah,
dan penegakan kontrak.

Siaran pers Bank Dunia menyebutkan, pada 2014, sebanyak 52 persen dari 25
negara di Asia Timur dan Pasifik melaksanakan 27 langkah reformasi untuk
memudahkan bisnis.
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Diantara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ketiga,
disusul kawasan administrasi khusus Hongkong dan Vietnam.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jakarta

Lana Soelistianingsih menuturkan, rilis Bank Dunia itu mengonfirmasi kondisi

Indonesia saat ini. Ada beberapa persoalan dasar yang harus segera di selesaikan
pemerintah agar memulai bisnis di Indonesia bisa makin mudah. Lana menilai,
kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah korupsi, yang menyebabkan
ekonomi budaya tinggi. “Birokrasi untuk perizinan usaha juga belum efisien,
termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap, layanan
satu pintu yang dimulai dari Badan Koordinasi Penanaman  Modal bisa
memperbaiki  sistem secara

fundamental,” kata Lana.

Manager Laporan Doing Business Rita Ramalho, dalam siaran pers
menuturkan, pengusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik melihat reformasi di
berbagai sektor. “Reformasi itu antara lain terlihat dari berkurangnya kendala untuk
membuka usaha baru serta upaya-upaya yang memudahkan kepatuhan pajak,
memperbaiki kebijakan kredit, dan akses terhadap listrik,” papar Rita.®

Dalam pada itu, perizinan yang berbelit-belit menghambat ivestasi dan dunia
usaha, termasuk properti. Untuk menghilangkan hambatan itu, Presiden Joko
Widodo segera

**Tklim Investasi Membaik, Kompas, 29 Oktober 2015.
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menerbitkan aturan untuk mempercepat perizinan yang memudahkan usaha.

Pemerintah merasa, sudah saatnya melakukan revolusi terkait perizinan.
“Intinya, percepatan izin,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, dalam pembukuan Indonesia Future City and
REI Mega Expo 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tanggerang,
Banten. Acara yang diselenggarakan Persatuan Perusahaan Pengembang Realestat
Indonesia (REI) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi) dan Kompas Gramedia itu merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional
REL

Sofyan mengatakan, proeses perizinan, termasuk perizinan perumahan, perlu
memiliki standar. Sepanjang standar dipenuhi, maka izin akan diberikan. Untuk itu,
REI akan diundang untuk mengusulkan standardisasi perizinan ke pemerintah.

Di sektor agraria, perbaikan perizinan terus dilakukan antara lain memudahkan
izin terkait lahan. Saat ini, ada sekitar
4.500 juru ukur independen. Keberadaan juru ukur independen bisa dimanfaatkan
pengembang properti untuk mempercepat pemecahan sertifikat hak guna bangunan
(HGB) induk.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengemukakan,
ekonomi berkembang jika ada kemudahan berusaha. Terkait kemudahan perizinan,
akan dibentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam jaringan yang bisa
dilaksanakan mulai 2018.
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Wahyu mengatakan, pihaknya sedang menyusun sistem percepatan perizinan
yang nantinya akan dipantau pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Soelaeman Soemawinata
mengatakan, kendala perizinan di sektor perumahan masih kerap dihadapi, kendati
pemerintah sudah menetapkan program sejuta rumah. Proses perizinan yang lamban
bisa mencapai 2,5 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum ditindaklanjuti
melalui peraturan daerah untuk penyederhanaan perizinan.

Soelaeman mengemukakan, sektor properti merupakan lokomotif penggerak
ekonomi nasional, menciptakan investasi baru, menarik 174 industri terkait properti,
memperkuat pemasukan negara, menyerap tenaga kerja. “Kami mendukung program
pemerintah untuk penyediaan perumahan sebagai kontribusi swasta. Namun, masih
ada persoalan yang menghambat, seperti perizinan, infrastruktur listrik dan air, serta
pembiayaan. Kami siap memberikan usulan ke pemerintah untuk standardisasi
perizinan,” ujarnya.

Tahun ini REI menargetkan pembangunan 200.000 rumah subsidi untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dan 250.000 rumah nonsubsidi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah perlu lebih
cepat menuntaskan kebutuhan dasar papan dengan mengatasi hambatan perizinan.
“Perizinan relatif lama karena birokrasi serta biaya yang relatif tinggi dan tidak
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trasparan sehingga membuka peluang terjadi pungutan liar,” katanya.

Ketua Apeksi Airin Rachim Diany yang juga Wali Kota Tanggerang Selatan,
Banten, mengemukakan, urbanisasi ke perkotaan tak bisa dihindari. Masalah
perkotaan pun kian kompleks, termasuk penyediaan hunian layak dan terjangkau
sesuai tata ruang kota. Pembangunan perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan
APBD sehingga memerlukan investasi swasta.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan komitmennya mempermudah
perizinan. Pada Agustus 2017, Kota Jambi memperoleh penghargaan dari Presiden
Joko Widodo dalam mempermudah perizinan pembangunan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam diskusi “Prediksi Industri Properti ke Depan dan Memperkuat
Keberpihakan Pemerintah kepada Industri Properti Nasional dalam Menghadapi
Turbulensi Ekonomi,” yang dipandu Peminpin Redaksi Kompas Budiman
Tanuredjo, terungkap, dukungan pembiayaan dalam program pembangunan sejuta
rumah belum optimal.

Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia  Aviliani
mengemukakan, jumlah pekerja sektor informal semakin banyak. Mereka
merupakan potensi pasar yang besar, tetapi belum tergarap karena paradigm
pembiayaan masih menitikberatkan pada pekerja formal.
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Menurut Ketua DPD REI Jakarta Amran Nukman ekspansi pengembang asing
dari sisi suplai terus berlangsung. Hal ini dikhawatirkan mendesak pengembang
lokal.

Sementara Deputi Pengembangan dan Penanaman Modal Badan Koordinasi
Penanaman Modal Farah Indriani mengatakan, investasi asing di bidang properti
terbuka sejalan dengan langkah pemerintah mendorong program pembangunan 1
juta rumah.”’

Sementara itu, Kompas memberitakan lagi, sebanyak 141 pertemuan individu
antara investor dengan pengelola kawasan dan pemerintah daerah berlangsung
dalam Forum Investasi Regional di Padang, Sumatera Barat, 16-17 Oktober 2017.
Komitmen kepala daerah terhadap keamanan, kenyamanan, kemudahan pengurusan
izin, serta kemudahan memperoleh lahan dan kepastian hukum atas lahan akan
menentukan realisasi investasi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Himawan Hariyoga seusai mengunjungi kawasan wisata bahari
Mandeh di Pesisir Selatan, mengatakan, tidak hanya untuk investasi di Sumbar,
pertemuan individu itu juga untuk investasi di enam destinasi prioritas, yakni
Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara),
Borobudur (Jawa Tengah), dan kawasan Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur),
serta pertemuan investor dengan beberapa provinsi lain.

®" Perizinan Hambat Investasi, Kompas, 15 September 2017.
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“Kami akan terus komunikasikan dengan para insvestor melalui perwakilan
BKPM di negara mereka, termasuk melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal
Republik Indonesia di sana,” kata Himawan.

Forum Investasi Regional (RIF) 2017 diikuti ratusan investor dan pengusaha
dari berbagai negara. “Investor datang sudah tahu akan bertemu siapa dan
membicarakan apa. Jadi, peluangnya besar. Setelah itu, kami akan kawal hingga
mereka datang lagi dengan hal yang sudah konkret,” kata Himawan.

Selain itu, investor yang datang juga tidak hanya pengambil keputusan atau
kebijakan, tetapi sebagian sudah punya pengalaman berinvestasi di Indonesia.
Himawan mencontohkan, ada investor dari Australia yang berinvestasi di Lombok,
Nusa Tenggara Barat dan kemungkinan juga berinvestasi di Sumbar.

Maxim, salah satu peserta asal Rusia, berharap, kedatangan mereka ke RIF
2017 bisa membantu pebisnis Rusia untuk menemukan kesempatan bisnis di
Indonesia. “Indonesia sebetulnya populer, tetapi belum kea rah pengembangan
bisnisnya. Lebih sekadar tujuan wisata saja,” kata Maxim.

Pada Selasa pagi hingga siang, dua obyek pariwisata di Sumbar yang turut
ditawarkan di RIF 2017, yakni Gunung Padang di Padang dan kawasan wisata
bahari Mandeh di Pesisir Selatan, diekspos langsung oleh kepala daerah masing-
masing. Selain itu, para peserta RIF termasuk dari luar negeri juga diajak
mengunjungi langsung kedua obyek tersebut.
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Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pesisir Selatan
Hendrajoni sama-sama mengatakan mengenai kesiapan lahan, serta menjamin
kemudahan investasi bagi para investor. Hendrajoni bahkan menyiapkan insentif
khusus daerah, yakni bebas pajak lima tahun bagi investor.

Himawan berharap, insentif bisa efektif. “Kabupaten yang menawarkan
kemudahan dan insetif, lebih berpeluang daripada kabupaten yang tidak,” ujar
Himawan.®

Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur transportasi, industri, dan
pariwisata dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai
memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ekonomi daerah semakin tumbuh
dan ketimpangan daerah jadi lebih rendah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
dalam konferensi pers tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta,
Selasa (17/10). Kegiatan itu dihadiri pula sejumlah menteri Kabinet Kerja.
”Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen dan berhasil menurunkan tingkat
ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Adapun inflasi terjaga di kisaran 3,5-
4,5 persen karena harga bahan pokok terkendali,” kata Darmin.

Tingkat kemiskinan, lanjut Darmin, juga menurun meskipun sempat naik pada
Maret 2015. Pada September 2014, tingkat kemiskinan 10,94 persen dan pada Maret
2017 sebesar

8 Komitmen Pemerintah Tentukan Realisasi, Kompas, 18 Oktober
2017.
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10,64 persen. Tingkat pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015
menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.

Rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,408
pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Di sisi lain, pendapatan per kapita
2016 sebesar Rp 47,95 juta per tahun, naik dari 2014 sebesar Rp 41,91 juta.

Menurut Darmin, selain infrastruktur dasar, pemerintah bersama swasta dan
BUMN juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan
kawasan strategis pariwisata nasional. Beberapa program lain yang belum optimal,
seperti reforma agraria, terutama kepemilikan tanah petani akan terus didorong.
”Para petani tidak pernah ada perkembangan dalam penguasaan tanah, sedangkan
kepemilikan tanah perusahaan besar terus bertambah,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, percepatan
pemerataan pembangunan dilakukan dengan membangun infrastruktur di
perbatasan, penyelenggaraan angkutan barang di laut atau tol laut, penyelenggaraan
jembatan udara, dan subsidi dalam melakukan kewajiban pelayanan publik.

Pemerintah, menurut Budi, terus berupaya memberi stimulus bagi masyarakat
di daerah yang terdapat lintasan tol laut untuk mengembangkan kewirausahaan.
Dengan demikian, produk yang dihasilkan nanti dapat didistribusikan melalui
angkutan laut tersebut sehingga angkutan kapal menjadi lebih efisien.
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Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan, pengendalian harga
pangan pokok telah berhasil dilakukan pemerintah sehingga inflasi pangan pokok
terkendali. Pengendalian itu dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi
dan harga acuan pembelian dan penjualan. "Pembangunan pasar rakyat di wilayah-
wilayah perbatasan dan daerah-daerah terpencil juga terus dilakukan sehingga ada
pemerataan ekonomi di daerah itu,” katanya.

Kemendag mencatat, dari target 5.000 pasar rakyat selama lima tahun, hingga
tahun ini sudah terealisasi 2.710. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Hariyadi B Sukamdani melihat pemerintah sudah konsisten membangun
infrastruktur. ”Kami melihat pemerintah serius berusaha mendorong sektor riil
melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi. Stabilitas moneter juga terjaga meski
di sisi fiskal agak kedodoran,” kata Hariyadi.

Namun, Apindo menilai pemerintah harus terus membenahi koordinasi agar
komitmen pemerintah mendorong sektor riil benar terealisasi di lapangan.
Koordinasi yang baik juga akan menghindarkan keluarnya kebijakan yang
kontraproduktif bagi dunia usaha.

Hal penting lain adalah pemerintah harus serius mendorong investasi padat
karya. ”Kondisi ini perlu dilakukan di tengah banyaknya investasi sekarang yang
cenderung padat modal dan padat teknologi,” kata Hariyadi.89

® Pacu Pemerataan Ekonomi, Kompas, 18 Oktober 2017.
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Sementara itu, Kementerian Perindustrian berupaya mengejar realisasi
investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.759 triliun hingga 2019. Saat ini
pertumbuhan investasi terus meningkat, tetapi masih harus menunggu kesiapan
infrastruktur yang sedang dibangun.

“Investasi terus tumbuh. Pada 2014 investasi sebesar Rp 195,6 triliun, yang
pada periode 2015-2017 investasi sudah mencapai Rp 706,9 triliun. Kami berharap
investasi yang sudah dijanjikan investor sebesar Rp 1.759 triliun bisa tercapai dalam
dua tahun mendatang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam jumpa
pers Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perindustrian.

Airlangga mengatakan, Indonesia tetap sangat menarik di mata investor asing.
Sebab, pengembalian investasinya sangat besar. “Pengusaha Jepang yang kami
temui beberapa waktu lalu mengatakan, walaupun ada beberapa masalah, seperti
perizinan dan pembebasan lahan, Indonesia tetap menarik karena memberikan hasil
hingga 60 persen,” kata Airlangga.

Pengusaha dari Jepang tertarik untuk berinvestasi di bidang otomotif,
elektronik, serta industri makanan dan minuman. ”Kami katakan ke mereka, apabila
ingin cepat, sebaiknya investasi dilakukan di kawasan industri karena semua
perizinan, rantai pasok, dan transportasi sudah disiapkan di sana,” ujar Airlangga.

Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono mengatakan, investasi di IKTA sekitar 30 persen dari investasi di
perindustrian secara
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keseluruhan.

”Investasi

ini

sudah disepakati.

Hanya masih dalam proses

pembangunan dan menunggu untuk diresmikan,” kata Sigit.

Sigit mengakui,

terjadi dalam investasi berskala besar.
“Penyediaan air, listrik, dan lahan tentu ada dampaknya,” ujar Sigit.”’

Negara
ASEAN

*

2017.

persoalan keterlambatan perwujudan investasi, terutama

% Target Investasi Rp 1.759 Triliun Dikejar, Kompas, 24 Oktober
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ITI. PASAL 1 S/D PASAL 10 UU NO. 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

1. Ketentuan Umum

Paling tidak ada 3 Ketentuan Umum yang telah menjadi persoalan dalam
praktek sehari-hari.

Pertama, Ketentuan Umum tentang penanaman modal asing, butir 3
menyatakan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan tersebut di atas berarti tidak penting prosentase pemilikan saham
asing dalam perusahaan joint venture (patungan). Perusahaan asing yang menjadi
pemegang saham minoritas, perusahaan joint venture tersebut tetap diklasifikasikan
PMA, bahkan bila asing hanya mempunyai, umpamanya, 5% saja.

Kedua, perusahaan joint venture yang saham asingnya sampai 95%, tetap
perusahaan Indonesia. Sebabnya adalah perusahaan joint venture tersebut berbentuk
Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Indonesia, tunduk pada hukum
Indonesia, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan undang- undang lainnya.

Suatu partai politik dalam pemilihan presiden disangka menerima dana dari
perusahaan asing, yang dilarang oleh
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Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2009. Saya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya) pemegang saham
asing pada perusahaan tersebut 75%, sedangkan pemegang saham dari Indonesia
hanya 25%. Karena bersimpati dengan pemilihan umum sebagai salah satu tanda
adanya demokrasi di negeri ini, maka perusahaan tersebut menyumbangkan dana
kepada calon tertentu. Banyak pertanyaan kepada saya tentang apakah perusahaan
itu adalah perusahaan asing?

Dengan tegas saya menyatakan bahwa PT. Angin Sepoi- Sepoi Basah (sekali
lagi bukan nama sebenarnya) bukanlah suatu perusahaan asing seperti John
Corporation, USA. Pengertian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal hanya mengklasifikasikan status penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri. Undang- Undang itu mengatakan bahwa
penanaman modal asing adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbadan
hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya. Tidak penting berapa persen
besarnya saham asing tersebut. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perusahaan
yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Tapi kedua-
duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum
Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Jadi PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya itu) menyumbang
kepada caleg atau bahkan capres
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dalam pemilu, tetap artinya sumbangan itu diberikan oleh perusahaan Indonesia.
Perusahaan itu menyumbang bukanlah berarti secara otomatis pemegang sahamnnya
yang menyumbang. Suatu badan hukum seperti PT. Angin Sepoi- Sepoi Basah
tersebut, karakteristik utamanya adalah terpisahnya kekayaan PT (Perseroan
Terbatas) sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi para pemegang saham,
komisaris, dan direkturnya.

Bila PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah itu menjual sahamnya di pasar modal maka
pada waktu yang lalu peraturan perundang- undangan menganggapnya telah menjadi
saham Indonesia (Indonesianisasi saham), walaupun yang membeli saham tersebut
si John (Amerika), si Takenaka (Jepang), atau si Pieter (Belanda). Jangan buru-buru
mengatakan asing telah turut menyumbang kecuali si John, Takenaka atau Pieter
yang mencurahkan dana pribadi mereka sendiri. Saya teringat pada suatu kasus
derivative action di Jepang. Para pemegang saham menggugat direksinya karena
perusahaan menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu. Sumbangan itu
dianggap merugikan pemegang saham karena dividennya berkurang. Pengadilan
berpendapat setiap orang termasuk badan hukum (yang disamakan dengan orang)
wajib menegakkan demokrasi, kata konstitusi. Jadi perusahaan yang menyumbang
kepada Partai LDP dalam pemilu telah turut mengembangkan demokrasi.

Kemudian terbetik berita bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi tentang PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. menduga bahwa perusahaan
tersebut adalah
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perusahaan asing seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)
ke Bawaslu beberapa waktu yang lalu. PT. BTPN bukanlah perusahaan asing,
merujuk kepada klarifikasi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT. BTPN
adalah bank umum nasional dan bukan bank asing, walaupun 95% sahamnya
dikuasai oleh asing. Sekertaris Timkamnas SBY- Boediono, Marzuki Alie menilai
Bawaslu keliru menafsirkan Undang-Undang Pilpres.91

Ketiga, Pasal 2 mengatakan ketentuan dalam Undang- Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.
Penjelasan pasal ini dengan tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan
“penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah
penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung
atau portofolio.

Masalah timbul ketika Pemerintah tidak menyetujui Qatar Telecom (Qtel)
ingin membeli saham PT. Indosat Tbk. melalui pasar modal Indonesia, sehingga ia
menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT. Indosat Tbk,. Qtel telah membeli
43% saham PT. Indosat Tbk. dari Singapore Telecom (Singtel). Berikut ini pendapat
saya :

Seperti diketahui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 memuat daftar
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
dibidang penanaman modal, mencakup berbagai bidang usaha. Misalnya, disektor
komunikasi dan informatika penyelenggaraan jaringan

91 Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009.
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telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi circuit

switched atau packet switched, kepemilikan modal asing maksimal 49%.

l. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio merupakan penanaman modal
yang dilakukan dengan cara membeli saham Perseroan Terbatas melalui Bursa
Efek.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bagian Umum
menyebutkan:

“Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di
semua sektor”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah negara
Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk
penanaman modal tidak langsung atau portofolio”.

Oleh karena itu penanaman modal tidak langsung atau portofolio, yaitu
penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham di Bursa Efek tidak
termasuk dalam ruang lingkup UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.

Pemikiran tersebut didasari latar belakang kebijakan penanaman modal di
Indonesia, khususnya mengenai penanaman modal langsung dan tidak langsung
yang pernah diberlakukan sebelumnya. Misalnya, Keputusan Presiden R.I. No. 17
Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan
Penanaman Modal Asing Untuk
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Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal

Dalam Negeri, Pasal 2 menyebutkan: “Perusahaan Modal Asing:

a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang sahamnya dimiliki oleh Negara
dan/atau swasta nasional, atau

b. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal,
atau

c. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modal, dengan
ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal
tersebut minimal 20% (dua puluh persen), diberikan perlakuan sama seperti
perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perusahaan modal asing yang menjual

sahamnya 51% melalui pasar modal atau dalam hal 51% sahamnya dimiliki

Negara dan/atau swasta nasional dan 20% dijual melalui pasar modal, maka

sahamnya yang dijual di pasar modal dianggap sebagai saham milik investor

dalam negeri sehingga diberikan perlakuan sama dengan penanaman modal dalam

negeri atau dengan kata lain berada di luar rezim ketentuan perundang- undangan

tentang penanaman modal asing. Sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan

tersebut maka perusahaan modal asing tersebut dapat masuk pula pada bidang-

bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal
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dalam negeri dan tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing.

Hal ini berbeda bila perusahaan asing tersebut membeli saham tidak melalui

pasar modal. Keputusan Menteri Negeri Negara Penggerak Dana investasi/Ketua

BKPM No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing tanggal 29

Juli 1994, Pasal 17 menyatakan:

(1) Pelaksanaan pembelian saham perusahaan penanaman modal asing dan/atau
warga Negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung
dan/atau pasar modal dalam negeri.

(2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang
dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila
bidang usaha yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian saham
terbuka bagi penanaman modal asing.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
kebijakan penanaman modal Indonesia pada masa lalu hingga saat ini,
sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
secara konsisten telah menerapkan perbedaan antara penanaman modal langsung
dan penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar
modal (portofolio), dan secara konsisten pula telah memberikan pengecualian
bagi penanam modal asing yang melakukan penanaman modal
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tidak langsung untuk dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi
penanaman modal dalam negeri serta tidak tunduk pada ketentuan mengenai
pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

Penanaman modal tidak langsung atau portofolio meliputi seluruh pembelian
saham yang dilakukan di Bursa Efek tanpa ada perbedaan antara saham
perusahaan terbuka yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan
masyarakat. Sebutan pemegang saham pengendali diatur berdasarkan peraturan
pasar modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
tidak menyentuh masalah perbedaan
pemegang saham masyarakat dan pemegang saham pengendali sebagaimana
diatur dalam peraturan pasar modal.

. Apakah dengan demikian PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di
Bursa Efek (company listing) tidak terikat pada pembatasan kepemilikan saham
oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal?
Konsisten dengan pengertian penanaman modal tidak langsung  atau
penanaman modal melalui pasar modal (portofolio) sebagaimana disebutkan
dalam butir 1 diatas, maka PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di
Bursa Efek (company listing), berdasarkan peraturan pada waktu yang lalu
sebagaimana tersebut dalam butir 1, menurut pendapat saya, tidak tunduk pada
ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang tertutup dan/atau terbuka
dengan pembatasan bagi penanaman modal asing
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sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal dan dapat memasuki
bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Sebagai contoh,
bahwa apabila suatu bidang usaha terbuka bagi kepemilikan asing maksimum
sebesar 51%, maka suatu PT. PMA yang telah melakukan company listing tidak
tunduk pada pembatasan kepemilikan asing pada bidang tersebut dan lebih dari
51% sahamnya dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sepanjang perolehan
sahamnya dilakukan melaui Bursa Efek.

Petinggi Qtel telah menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla dua hari yang lalu,
antara lain melaporkan bisnis Qtel di Indonesia. Kini Qtel telah memiliki 40,81%
saham Indosat yang dibelinya dari Singapore Technologies Telemedia Ltd. Qtel
merencanakan pula melakukan penawaran tender di Pasar Modal. Otoritas Pasar
Modal hanya memperbolehkan Qtel mengambil 8,2% saham saja di Pasar Modal,
dengan alasan Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.
111 Tahun 2007, membatasi kepemilikan asing di bidang telekomunikasi maksimal
49%.

Pertanyaan utama adalah apakah Daftar Negatif Investasi sebagai peraturan
pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlaku
juga terhadap investasi melalui Pasar Modal?

Jika kita menyimak Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini
berlaku bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Republik
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Indonesia. Penjelasan Pasal 2 menyatakan, bahwa yang dimaksud ‘“penanaman
modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman
modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau
portofolio. Pembahasan Pasal 2 ini di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sederhana
saja, bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung atau portofolio adalah
investasi melalui Pasar Modal. Tidak ada pengertian lain. Begitu juga tentang
penanaman modal langsung (direct investment) adalah penanaman modal yang
tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal yang kemudian menjadi Undang-
Undang No. 25 Tahun 2007.

Jika jalan pikiran bahwa pembatasan pemilikan asing dalam Perpres No. 111
Tahun 2007 diterapkan pula di Pasar Modal, maka si Jhon, Michael, Slaats atau
Takashima tidak boleh membeli saham PT. Indosat lagi. Begitu juga mereka tidak
bisa membeli IDR Indosat di New York Stocks Exchange. Hal ini tidak terjadi
karena investor asing boleh saja membeli di Pasar Modal. Beberapa perusahaan
lainnya telah melebihi batas kepemilikan saham asing, apabila dijumlahkan
pemilikan saham melalui direct investment dengan jumlah yang dibeli melalui Pasar
Modal. Kalau Qtel dibatasi kepemilikannya di Pasar Modal, apakah kita tidak
melakukan diskriminasi dengan investor asing lainnya?

Pada waktu yang lalu “Indonesianisasi Saham” termasuk bila perusahaan asing
“go public” di Pasar Modal Indonesia dan pembelinya juga investor dari negara lain.
Pernah pula keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 yang
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membatasi kepemilikan asing di Pasar Modal hanya sampai 49%. Peraturan
tersebut tidak bertahan lama.”

2. Azas Dan Tujuan

Penanaman modal diselengarakan berdasarkan azas antara lain:

a. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Azas ini sama
dengan The Most Favored Nation Principle dari GATT. TRIMs dalam
GATT/WTO menganut prinsip ini.

b. Prinsip keterbukaan juga sama dengan prinsip yang dianut oleh GATT/WTO.

c. Tujuan Penanaman Modal sama dengan tujuan penanaman modal di negara-
negara berkembang lainnya (Lihat keterangan dalam Kuliah 1)

3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan Dasar Penanaman Modal antara lain juga memperlakukan National
Treatment dalam GATT/WTO. Pasal 4 ayat (2) butir a menyatakan memberi
perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional.

Selanjutnya kebijakan penanaman modal tetap memperhatikan ekonomi
kerakyatan, antara lain, membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlidungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

%2 Erman Rajagukguk, “Qtel”, Jurnal Nasional, 28 Agustus 2008.
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4. Bentuk Badan Usaha
Penanaman Modal Dalam Negeri boleh berbentuk Badan Usaha berbadan hukum
atau bukan badan hukum. Untuk badan hukum adalah P.T. dan Koperasi. Bentuk
bukan badan hukum adalah Firma, C.V., U.D atau P.D. Penanaman Modal Asing
harus berbentuk P.T. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya,
dibidang Migas dan Pendidikan (Pasal 5 ayat 1-2).
Pasal 5 ayat (3) menyatakan, bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan
dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengertian peserta Indonesia dengan demikian adalah peserta Indonesia yang
menyertakan modalnya dalam bentuk  menjadi pemegang saham dalam
perusahaan joint venture tersebut. Pemegang keagenan dalam perjanjian
keagenan atau pemegang lisensi dalam perjanjian lisensi bukanlah peserta
Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Suatu kasus yang menarik adalah
CV. Bali Balance v. PT. Billabong Indonesia cs, No. 182/G/2008/PTUN-JKT
(2009). Suatu perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture
antara Billabong Internasional Ltd. yang mempunyai
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95% saham dan GSM PTY. Ltd. yang mempunyai saham 5% mendirikan PT.
Billabong Indonesia. Kedua pemegang saham tersebut mengajukan aplikasi
permohonan penanaman modal asing dalam rangka mendirikan perusahaan joint
venture dengan nama PT. Billabong Indonesia ke BKPM. Tanggal 21 Februari
2007, PT. Billabong Indonesia mengajukan aplikasi permohonan Izin Usaha
Tetap ke BKPM. Rupanya ada sengketa perjanjian lisensi antara GSM PTY. Ltd.
dan CV. Bali Balance. CV. Bali Balance kemudian menggugat BKPM karena
BKPM telah menerbitkan Izin Usaha Tetap kepada PT. Billabong Indonesia.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah mengalahkan para
tergugat dan minta agar Izin Usaha Tetap tersebut dibatalkan. Alasannya antara
lain karena tidak menyertakan CV. Bali Balance sebagai peserta Indonesia.
Dalam tingkat banding BPKM berpendapat antara lain, bahwa peserta Indonesia
dalam penanaman modal bukanlah pemegang lisensi seperti CV. Bali Balance,
tetapi betul-betul menyetor modal sebagai pemegang saham dalam joint venture.
Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap
memenangkan penggugat dan memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta. Dalam tingkat kasasi BKPM mengatakan bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara telah salah menerapkan hukum. Dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1967 tentang PMA peserta Indonesia harus menjadi pemegang saham
dalam joint venture. CV. Bali Balance sebagai pemegang lisensi
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bukanlah peserta Indonesia dalam pengertian penanaman modal. Sengketa
mengenai perjanjian lisensi menurut BKPM adalah sengketa yang harus
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perkara ini masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

5. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

a. Pasal ayat (1) nmenyatakan, bahwa pemerintah memberikan

perlakuan  yang sama kepada semua penanam modal yang berasal

dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan

tersebut sama dengan The Most Favoured Nation Principle yang dianut oleh

GATT/WTO.

b. Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan
undang-undang. Ganti rugi berdasarkan harga pasar. Penyelesaian sengketa
diserahkan kepada Arbitrase.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan
tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal,
kecuali dengan undang- undang. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah
melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang
jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Penjelasan pasal ini menyebutkan,
bahwa yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut
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cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh
para pihak.

Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi tersebut, penyelesaiannya dilakukan
melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud
dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

Jika Pemerintah melakukan nasionalisasi dan tidak tercapai kesepakatan
mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa
ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari International Centre for Settlement of
Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1968
telah meratifikasi Konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang
penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan Investor Asing berkaitan dengan
Penanaman Modal.

Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.

Pertama, Pemerintah mengambil alih perusahaan- perusahaan Belanda pada
tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang
Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul
gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari
perkebunan di Deli akan dilelang pada
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pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen.
Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan
Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang
dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan
Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan
Pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan
Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan
Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai
pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno
dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme. Politik luar negeri
Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi
pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme. Indonesia condong ke
Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Soviet Unie, negara-
negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing,
Indonesia tidak menolak bantuan luar negeri dari negara-negara Blok Timur, Jepang
dan Perancis. Perancis, misalnya, membangun bendungan Jatiluhur, Amerika
membangun jalan “Jakarta by Pass”, Cawang — Tanjung Priok.
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Indonesia untuk masa yang akan datang diperkirakan tidak akan melakukan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama, sejak Pemerintah Indonesia membuka diri kembali kepada modal
asing dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing, selama 40 tahun sampai sekarang ini tidak ada indikasi atau tanda-
tanda Pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. Kedua, sebaliknya keadaan
sosial ekonomi Indonesia yang antara lain perlunya mengatasi pengangguran yang
besarnya, sampai 10,5% atau sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dan kekurangan
prasarana seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tanaga listrik, penggalian sumber-
sumber daya alam baru; memerlukan modal asing yang tidak sedikit. Ketiga,
keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian
bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai
negara, membuat tipis kemungkinan Pemerintah Indonesia akan melakukan
nasionalisasi perusahaan asing.

Adanya pasal “Nasionalisasi” dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007,
hanya menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat.

6. Pengalihan Asset, Transfer dan Repatriasi

Pasal 8 ayat (1) menyatakan, bahwa penanam modal dapat mengalihkan asset
yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan tentang
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maksud ketentuan ini. Namun dapat diartikan baik investor dalam negeri maupun
investor luar negeri (asing) dapat mengalihkan assetnya, dengan menjual, bila yang
bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa asset yang tidak termasuk asset

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-
undang sebagai aset yang dikuasai negara. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan
ini.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) memberikan hak kepada penanam modal untuk

melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap :

a.
b.
C.

@ e

=B

modal;

keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;

dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi;
atau

2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup
penanaman modal;

tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;

dana untuk pembayaran kembali pinjaman;

royalti atau biaya yang harus dibayar;

pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan

penanaman modal;

hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;

kompensasi atas kerugian;

kompensasi atas pengambilalihan;
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L.

pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus
dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah
kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) menyatakan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi itu

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya,
peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia, walaupun Indonesia menganut
rezim devisa bebas. Menurut ayat (5) hak transfer dan repatriasi itu tidak
mengurangi :

a

b.

C.
d

kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan
Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan, bahwa dalam hal adanya

tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

a.

penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk
menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
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b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer
dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank atau lembaga lain melaksanakan
penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Lahirnya Pasal 9 tersebut di atas adalah reaksi terhadap beberapa investor
yang meninggalkan begitu saja perusahaannya di Indonesia, tanpa menyelesaikan
kewajiban mereka membayar upah buruh dan kewajiban lainnya.

Pemerintah akan mengantisipasi pelarian modal di tahun depan. Tahun depan
ekonomi global diprediksi mulai pulih. Pelarian modal ke luar negeri mengancam
Indonesia. Pemerintah pun mengantisipasi arus balik modal besar-besaran dengan
meningkatkan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (24/8) dalam Rapat Komisi XI DPR
menyatakan, defisit anggaran Amerika bisa berpotensi arus modal balik yang
diantisipasi dengan meningkatkan kepercayaan investasi dalam negeri.

Defisit anggaran Amerika mencapai US$ 1,1 triliun 2009, terjadi bersamaan
prediksi kembali positifnya arus modal tahun depan. Pada 2009, arus modal global
anjlok US$ 100,5 triliun, terjadi sebagai reaksi investor atas krisis finansial dunia.
Namun, mulai pulihnya perekonomian dunia di semester II tahun ini memicu
optimisme investor. Arus modal pun diprediksi kembali naik US$ 123,1 triliun
menjadi US$ 250 triliun. Defisit
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anggaran Amerika yang besar ini berisiko menarik kembali arus modal ini ke negeri
Paman Sam.

Sri Mulyani mengatakan, antisipasi pelarian modal ini dilakukan dengan dua
cara. Pertama, menerapkan kebijakan iklim investasi terutama insfrastruktur.
Kebijakan ini berlaku untuk infrastruktur keras seperti pembangunan jalan atau
penyediaan air, maupun infrastruktur lunak seperti reformasi birokrasi dan
penegakan hukum.

Kedua, menerapkan berbagai pemihakan kebijakan beberapa sektor yang
dianggap memiliki kemampuan bersaing dan berguna memperbaiki iklim investasi
Indonesia. “Cara lain juga diterapkan lewat kebijakan-kebijakan pemihakan
beberapa sektor yang memiliki nilai komparatif dan advantatif,” ujar dia.

Sektor-sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah terutama pembangunan
investasi industri hilir bagi sektor yang penghasil komoditas. Misalnya, minyak
sawit mentah (crude palm 0il/CPO) dan kakao.

Prediksi Konsensus menyatakan, Indonesia bersama China, India, dan Filipina
merupakan kelompok negara yang tidak mengalami kontraksi ekonomi tahun ini.
Posisi itu ditunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2009 mencapai
empat persen, melebihi perkiraan sebelumnya. Investasi masih sama meningkat 4,1

93
persen.

3 Pemerintah Antisipasi Pelarian Modal, Jurnal Nasional, 26 Agustus 2009.
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7. Ketenagakerjaan
Mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
Investor Asing boleh membawa tenaga ahli.
Investor Asing wajib melakukan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
Penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang- Undang No. 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini menyatakan perusahaan penanaman
modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja
warga negara Indonesia. Ayat (2) pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman
modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa perusahaan penanaman
modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat
(4) menjelaskan, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja
asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada
tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11 ayat (1) menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman
modal dan tenaga

/o o
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kerja. Ayat (2) menyebutkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
Ayat (3) menetapkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan
industrial.

Ketentuan tersebut di atas, diangkat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
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IV. PASAL 12 S/D PASAL 22 UU NO. 25 TAHUN 2007
TENTANG P